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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA) terhadap proses penagihan piutang atas sewa aset pada PT KAI Daop 3 

Cirebon. Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem yang dirancang untuk 

mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data terkait transaksi akuntansi 

yang terjadi secara berkala untuk menghasilkan informasi akuntansi dan keuangan yang 

berguna dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi yang tepat diharapkan dapat mendukung efektivitas pengelolaan piutang 

secara akurat, cepat, dan terstruktur sehingga dapat menjaga kelancaran arus kas. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data penelitian 

menggunakan data primer, yaitu observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder 

menggunakan dokumen-dokumen perusahaan dan studi literatur. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi sudah cukup efektif, tetapi 

terdapat beberapa kendala, seperti adanya keterbatasan user SAP, tidak ada fitur 

pemberitahuan pada sistem, dan keterlambatan pembayaran sewa. Implikasi hasil 

penelitian memberikan masukkan perusahaan, agar melakukan pengembangan terhadap  

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) penagihan piutang   

 

 

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Efektivitas, Penagihan, Piutang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam dunia kerja perkembangan teknologi informasi semakin pesat yang dapat 

membantu sumber daya manusia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih 

praktis. Untuk mendukung perkembangan teknologi informasi di dunia kerja, 

perusahaan dituntut agar dapat beradaptasi dalam sistem operasional dengan 

menggunakan teknologi. Menurut Lukiman & Lestarianto (2016), dalam mengelola 

informasi perusahaan memerlukan suatu sistem yang dapat mengelola informasi 

disebut sebagai sistem informasi. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi merupakan 

salah satu bentuk adaptasi dalam perkembangan teknologi informasi. Sistem yang 

dirancang untuk mempermudah pekerjaan dapat digambarkan melalui bagan alir 

(flowchart), dimana setiap proses bisnis perusahaan memerlukan kejelasan arah serta 

tujuan yang terstruktur (Mita & Sukiswo, 2024).  

Sistem Akuntansi yang efektif dan efisien merupakan dasar yang sangat penting 

bagi suatu perusahaan dalam mengelola keuangan (Rapitama & Buana, 2024). Salah 

satu alat bantu evaluasi untuk memastikan proses penagihan piutang berjalan secara 

efektif dan efisien yaitu menggunakan Sistem Informasi Akuntansi (Sinta & Sundari, 

2024). Dengan penerapan Sistem Informasi Akuntansi, perusahaan dapat melakukan 

pengawasan serta pengelolaan piutang yang bertujuan untuk meminimalisir 

penundaan pembayaran serta meningkatkan efektivitas aliran keuangan.  

Proses penagihan piutang merupakan salah satu langkah penting yang berkaitan 

langsung dengan arus kas, menjaga likuiditas perusahaan serta membantu dalam 

menstabilkan keuangan perusahaan (Noorusyiam et al., 2024). Jika proses penagihan 

piutang tidak berjalan dengan baik, maka dapat mengalami keterlambatan dalam 

penerimaan kas serta meningkatnya resiko piutang tak tertagih. Setiap perusahaan 

tentunya memiliki kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses 

penagihan yang berbeda yang telah disesuaikan dengan kebutuhan operasional 

perusahaan. Selaras dengan pendapat Widowati et al. (2021), pada proses penagihan 

piutang dibutuhkan penanganan yang baik dalam pencatatan, penyimpanan dokumen 

serta komunikasi yang baik antara kedua belah pihak terkait untuk menghadapi 

kendala dalam proses penagihan piutang.  
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PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN 

yang bergerak di bidang layanan transportasi kereta api. Dalam operasionalnya, PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) secara umum memperoleh pendapatan dari dua 

sumber utama, yaitu pendapatan angkutan dan pendapatan non angkutan. Pada 

pendapatan angkutan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu angkutan penumpang dan 

angkutan barang. Sedangkan pendapatan non angkutan berasal dari upaya PT Kereta 

Api Indonesia (Persero) dalam memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki 

dapat menjadi alternatif sumber pendapatan perusahaan untuk keberlanjutan 

perusahaan. Pendapatan non angkutan diperoleh melalui kegiatan pemanfaatan aset 

yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Pemanfaatan tersebut 

mencakup penyewaan berbagai jenis aset, seperti tanah, bangunan, ruang komersial 

di area stasiun serta kerjasama dengan pihak eksternal dalam berbagai bentuk 

(Fatikah & Dwiridotjahjono., 2025). Oleh karena itu, PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) memiliki aktivitas keuangan yang kompleks, salah satunya yaitu proses 

penagihan piutang. Dengan kompleksitas aktivitas bisnis perusahaan, terdapat 

beberapa kendala dalam pelaksanaan aktivitas bisnis yang melibatkan transaksi 

secara kredit atau piutang. Berbagai kendala dapat muncul selama proses penagihan 

piutang antara lain ketidakmampuan debitur membayar sesuai waktu yang telah 

ditentukan, kesalahan pencatatan dokumen kontrak, maupun kendala operasional 

lainnya yang dapat mempengaruhi kelancaran dalam pengelolaan piutang. Dengan 

demikian, kendala-kendala tersebut dapat menghambat kegiatan operasional 

perusahaan akibat dari piutang tak tertagih.  

Dalam memantau aset yang dimiliki oleh PT KAI (Persero) Daop 3 Cirebon 

dapat dilihat pada website Portal Aset untuk mempermudah pencarian data terkait 

aset serta debitur terkait. Selain itu, untuk membuat surat ke pihak eksternal, PT KAI 

(Persero) Daop 3 Cirebon mengeluarkan surat resmi melalui RDS (Rail Documment 

System). Penggunaan sistem informasi akuntansi dalam proses bisnis suatu 

perusahaan dapat dilakukan melalui proses manual atau dengan menggunakan 

bantuan teknologi informasi berbasis computer (Ratumurun, 2023).  Oleh karena itu, 

perusahaan perlu untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi serta bergantung 

pada sistem berbasis digital. Penerapan sistem informasi akuntansi dalam aktivitas 
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operasional perusahaan dapat menjadi solusi untuk meminimalisir kesalahan atau 

kendala dalam operasional perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, muncul ketertarikan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut terkait proses penagihan piutang yang terjadi di PT 

KAI (Persero) Daop 3 Cirebon. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi 

Terhadap Proses Penagihan Piutang PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 

3 Cirebon”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana proses bisnis sub unit penagihan pada PT KAI Daop 3 Cirebon?  

2. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam proses penagihan 

piutang pada PT KAI Daop 3 Cirebon? 

3. Bagaimana alur pembuatan invoice pada PT KAI Daop 3 Cirebon?  

4. Bagaimana prosedur penagihan terkait piutang sewa aset di PT KAI Daop 3 

Cirebon? 

5. Bagaimana cara dalam mengatasi masalah jika debitur terlambat dalam 

melakukan pembayaran atas sewa tanah pada PT KAI Daop 3 Cirebon? 

6. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas 

penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada proses penagihan piutang? 

7. Apakah penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sudah efektif dalam 

proses penagihan piutang pada PT KAI Daop 3 Cirebon? 

1.3. Tujuan Magang 

Beberapa tujuan yang saya ingin capai dalam pelaksanaan program magang ini 

meliputi:  

1. Mengetahui proses bisnis sub unit penagihan pada PT KAI Daop 3 Cirebon. 

2. Mengetahui penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam proses 

penagihan piutang pada PT KAI Daop 3 Cirebon. 

3. Mengetahui alur pembuatan invoice pada PT KAI Daop 3 Cirebon. 
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4. Mengetahui prosedur penagihan terkait piutang sewa asset di PT KAI Daop 3 

Cirebon. 

5. Mengetahui cara dalam mengatasi masalah jika debitur terlambat dalam 

melakukan pembayaran atas sewa tanah pada PT KAI Daop 3 Cirebon. 

6. Mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas 

penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada proses penagihan piutang. 

7. Menganalisis apakah penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sudah efektif 

dalam proses penagihan piutang pada PT KAI Daop 3 Cirebon. 

1.4. Manfaat Magang 

Dalam pelaksanaan kegiatan magang terdapat beberapa manfaat diantaranya sebagai 

berikut : 

a) Bagi Mahasiswa 

1. Mengembangkan keterampilan dalam bekerja, dengan dukungan kemampuan 

diri untuk lebih bisa berkreasi dan berinovasi dalam bidang ilmu yang 

diperoleh dibangku perkuliahan. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan praktis secara langsung dalam kegiatan 

operasional perusahaan. 

3. Meningkatkan softskill dalam berkomunikasi antar staf perusahaan, mengelola 

waktu dengan baik, berpikir kritis serta kerja sama tim.  

4. Memperluas Networking dengan para pegawai perusahaan serta membangun 

hubungan profesional dengan para pegawai PT KAI Daop 3 Cirebon. 

b) Bagi PT. KAI Daop 3 Cirebon 

1. Membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas 

dalam kegiatan operasional perusahaan. 

2. Mendapatkan Sumber Daya Manusia yang sudah paham dengan alur 

operasional perusahaan serta sesuai dengan bidangnya. 

3. Menjalin hubungan baik antara PT KAI Daop 3 Cirebon dengan Universitas 

Islam Indonesia. 

4. Membantu dalam identifikasi kendala atau hambatan dalam kegiatan 

operasional perusahaan. 
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c) Bagi Universitas Islam Indonesia 

1. Meningkatkan kualitas kurikulum dalam proses pembelajaran di Universitas 

Islam Indonesia. 

2. Mendapatkan informasi terkait peluang lapangan kerja dengan kualifikasi 

tenaga kerja yang diperlukan. 

3. Membantu dalam peningkatan reputasi Universitas pada dunia kerja melalui 

kinerja mahasiswa. 

4. Menjadikan wadah untuk mendapatkan saran dalam meningkatkan serta 

memperluas kerjasama antara Universitas Islam Indonesia dengan PT KAI 

Daop 3 Cirebon. 

1.5. Sistematika Laporan 

Sistematika laporan magang tersusun dari 5 bab, yaitu : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

magang, manfaat magang, serta sistematika laporan.  

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang mendukung penelitian, 

yaitu konsep Sistem Informasi Akuntansi, efektivitas, proses penagihan piutang, 

serta penelitian terdahulu yang relevan. 

3. BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan, sumber 

dan data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai profil perusahaan, aktivitas magang, serta 

hasil penelitian pada PT. KAI Daop 3 Cirebon. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

perusahaan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1. Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1.1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney & Steinbart (2014), Sistem Informasi Akuntansi 

merupakan sistem yang dirancang untuk menghasilkan informasi dengan 

cara mengumpulkan, mencatat, menyimpan, serta memproses akuntansi 

dan data lain dalam mengambil keputusan. Alat yang digunakan untuk 

menghasilkan informasi adalah hardware dan software. Sistem Informasi 

Akuntansi dapat menjadi dasar untuk menghasilkan informasi yang cepat 

dan akurat, sehingga informasi yang disajikan dapat diandalkan (Mita & 

Sukiswo, 2024).  

Menurut Suleman (2022), Sistem Informasi Akuntansi merupakan 

bagian dari sistem informasi manajemen yang berfungsi dalam 

mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data terkait 

transaksi akuntansi yang terjadi secara berkala untuk menghasilkan 

informasi akuntansi dan keuangan yang berguna dalam pengambilan 

keputusan. Dengan demikian, Sistem Informasi Akuntansi memiliki peran 

penting untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dapat 

menggambarkan kondisi suatu perusahaan serta mendukung efisiensi 

operasional. 

2.1.1.2. Komponen Sistem Informasi Akuntansi 

Berdasarkan buku Romney & Steinbart (2014), terdapat 6 (enam) 

komponen dari Sistem Informasi Akuntansi sebagai berikut: 

a. Orang-orang yang menjalankan sistem  

b. Prosedur dan Instruksi yang digunakan dalam pengumpulan, 

pemprosesan, serta penyimpanan data untuk segala aktivitas  organisasi 

c. Data terkait organisasi dan aktivitas bisnisnya  

d. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data menjadi 

informasi 
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e. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat 

peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang mendukung Sistem 

Informasi Akuntansi agar dapat berjalan dengan baik 

f. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan, 

menjaga, mencegah kecurangan, dan memastikan keandalan informasi 

atas data Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1.3. Fungsi dari Sistem Informasi Akuntansi 

Romney & Steinbart (2014) menyatakan bahwa Sistem Informasi 

Akuntansi terdapat 3 (tiga) fungsi bisnis penting sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya, dan anggota dalam 

organisasi.  

b. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi manajemen untuk 

membuat keputusan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, dan pengevaluasian kegiatan, sumber daya, dan anggota 

dalam organisasi.  

c. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga keamanan 

aset dan data organisasi. 

2.1.2. Efektivitas 

Secara umum kata efektivitas berawal dari kata efektif yang memiliki arti 

bahwa tercapainya tujuan merupakan bentuk keberhasilan. Efektivitas 

berfokus pada pencapaian hasil, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif 

apabila tujuan yang ditetapkan dapat terpenuhi dan dapat dilihat dari kualitas 

yang memadai (Wahyuni et.al, 2019). Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas merupakan suatu indikator dalam menunjukan tingkat 

keberhasilan suatu pekerjaan serta sejauh mana kemampuan dalam 

menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan.  

Menurut Annisa et al. (2020), sistem yang efektif adalah sistem yang 

mampu memberikan manfaat bagi perusahaan, sehingga setiap sistem 

diharuskan untuk memberikan dampak positif kepada penggunanya. Alat yang 

membantu sektor keuangan perusahaan di bidang teknologi informasi adalah 
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sistem informasi akuntansi. Efektivitas sistem informasi akuntansi merupakan 

indikator kemampuan orang-orang dalam melakukan penerimaan, pengolahan, 

dan penyimpanan data secara elektronik, serta mengubahnya menjadi 

informasi yang berguna. 

2.1.3. Proses Penagihan Piutang 

2.1.3.1. Pengertian Proses Penagihan Piutang 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), proses adalah 

runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu atau 

rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan 

produk yang diinginkan.  Secara umum proses merupakan suatu tahapan 

yang disusun secara sistematis dan dapat dilakukan secara berulang 

dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu. Dengan demikian, proses 

merupakan kegiatan yang saling berkaitan dan berurutan dengan 

mengubah input (masukan) dan  output (keluaran). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penagihan 

merupakan proses, cara, pembuatan menagih permintaan supaya 

membayar utang serta adanya tuntutan supaya membayar utang dan lain 

sebagainya. Penagihan piutang adalah bentuk kegiatan untuk memperoleh 

pembayaran yang belum diterima oleh perusahaan atau individu dari pihak 

lain yang memiliki kewajiban untuk melunasi dengan jumlah tertentu 

(Sinta & Sundari, 2024). 

Menurut Noorusyiam et al. (2024), piutang merupakan hak 

perusahaan atau individu atas sejumlah uang, barang, atau jasa dari pihak 

eksternal yang belum diterima dan  diharapkan  akan diperoleh pada 

periode mendatang. Dalam akuntansi, piutang akan dicatat sebagai suatu 

klaim yang penyelesaiannya dilakukan melalui penerima kas. Piutang 

adalah sesuatu yang muncul akibat adanya transaksi pembelian secara 

kredit yang dilakukan oleh pelanggan terhadap barang atas perusahaan, 

sehingga perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan kepada 

pelanggan untuk memenuhi kewajibannya pada perusahaan (Rianingsih et 

al., 2023). 
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Proses penagihan piutang merupakan serangkai tahapan yang disusun 

secara sistematis serta dirancang oleh perusahaan untuk memperoleh 

pembayaran piutang dari pihak lain yang memiliki kewajiban secara tepat 

waktu dan mengurangi resiko piutang tak tertagih (Sinta & Sundari, 2024). 

2.1.3.2. Metode Penagihan Piutang 

Dalam memperoleh hak yang seharusnya diterima oleh perusahaan atau 

individu, maka terdapat berbagai macam metode penagihan piutang antara 

lain sebagai berikut (Widowati et al., 2021) : 

a. Penagihan melalui surat atau e-mail 

Perusahaan dapat membuat serta mengirim surat atau e-mail penagihan 

apabila waktu pembayaran hutang dari pelanggan sudah lewat dari jatuh 

tempo pembayaran, namun tidak dilakukan pembayaran. Oleh karena 

itu, perusahaan akan memberikan peringatan kepada pelanggan untuk 

segera melakukan proses pembayaran dengan mengirimkan surat atau 

e-mail. 

b. Penagihan melalui telpon 

Tahap lanjutan setelah pengiriman surat atau e-mail teguran namun 

pelanggan belum juga dilakukan proses pembayaran maka pihak 

perusahaan dapat melakukan penagihan melalui telpon. Penagihan 

tersebut dilakukan untuk mengingatkan kembali kepada pelanggan 

untuk segera melakukan proses pembayaran. 

c. Penagihan melalui kunjungan personal 

 Penagihan melalui kunjungan personal akan dilakukan oleh pihak 

perusahaan apabila pelanggan tidak juga melakukan pembayaran 

setelah dihubungi melalui telpon. Maka pihak perusahaan akan 

melakukan penagihan secara kunjungan personal agar pelanggan 

membayar nominal yang harus dibayarkan.   

d. Tindakan yuridis  

Metode penagihan piutang terakhir yaitu tindakan yuridis. Tindakan ini 

dilakukan apabila pelanggan tidak mau membayar kewajibannya, 

sehingga perusahaan dapat menggunakan tindakan hukum jika 
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pelanggan tidak juga memenuhi kewajibannya dalam membayar 

hutang.  

2.1.3.3. Dokumen Penagihan Piutang 

Berdasarkan pernyataan dari Hudzaifah (2024) terdapat beberapa 

dokumen yang digunakan dalam sistem penagihan piutang PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) diantaranya sebagai berikut : 

a. Surat Pengantar 

Surat pengantar digunakan sebagai dokumen resmi yang ditujukan 

kepada debitur dalam bentuk badan, seperti PT, CV, dan entitas serupa. 

b. Checklist 

Checklist merupakan daftar rekapitulasi yang memuat data debitur yang 

memiliki kontrak dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero). 

c. Bukti Setor Bank 

Bukti setor bank adalah dokumen berupa bukti atas penerimaan kas 

yang diterima dari piutang bank. 

d. Kwitansi 

Kwitansi merupakan bukti resmi penerimaan kas yang diterbitkan oleh 

perusahaan kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajiban 

pembayaran utang. 

e. Buku Kontrak 

Buku kontrak merupakan dokumen perjanjian kontrak sewa aset antara 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan debitur. Di dalamnya 

terdapat dokumen lainnya seperti PPF (Permintaan Pembayaran 

Faktur), invoice, dan faktur pajak untuk debitur berbentuk badan. 

f. Surat Peringatan I, II, dan III 

Surat peringatan merupakan dokumen yang dikirimkan kepada debitur 

apabila yang bersangkutan belum melunasi utangnya hingga melewati 

tanggal jatuh tempo. Pada penerbitan surat peringatan ini terdapat 

jangka waktu disetiap surat peringatannya. Surat peringatan ke-1 dibuat 

apabila debitur belum melunasi utangnya dalam jangka waktu 14 hari 

setelah batas waktu pada invoice.  Apabila debitur belum memenuhi 

kewajibannya pada waktu yang ditentukan pada Surat Peringatan ke-1 
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maka pihak perusahaan akan menerbitkan Surat Peringatan ke-2  dalam 

jangka waktu 7 hari. Sedangkan Surat Peringatan ke-3 akan diterbitkan 

apabila debitur belum memenuhi kewajibannya pada waktu yang 

ditentukan pada Surat Peringatan ke-2 dan diberikan jangka waktu 

selama 7 hari setelah tanggal jatuh tempo Surat Peringatan ke-2. 

2.2 Telaah Kajian Terdahulu  

Tabel 2.1 Telaah Kajian Terdahulu 

No Penulis Objek Kajian Temuan Kajian 

1. Widowati et 

al. (2021) 

PT. Tangkas Cipta 

Optimal 

Berdasarkan penelitian ini melakukan analisis 

mengenai analisis proses penagihan piutang pelanggan 

di PT. Tangkas Cipta Optimal disimpulkan bahwa 

proses penagihan piutang pelanggan pada perusahaan 

ini telah diterapkan secara baik serta telah sesuai 

dengan SOP yang telah berlaku.  

2. Noorusyiam et 

al. (2024) 

PT. Violet 

Indonesia 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Violet 

Indonesia bahwa sistem informasi akuntansi yang 

digunakan untuk melakukan prosedur penagihan 

piutang customer di perusahaan ini telah diterapkan 

dengan baik dalam mendukung prosedur penagihan 

piutang. Dalam proses tersebut, telah dilakukan secara 

tertib sesuai dengan protokol yang ada. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa PT. Violet Indonesia 

telah menerapkan sistem informasi akuntansi terhadap 

proses penagihan piutang sudah baik.  

3. Mita dan 

Sukiswo, 

(2024) 

PT. Petrokimia 

Gresik 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. 

Petrokimia Gresik, diperoleh hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi 

memiliki pengaruh yang baik terhadap proses kinerja 

PT. Petrokimia Gresik. Dengan adanya sistem 

informasi akuntansi yang baik dapat berpengaruh pada 

output yang sangat baik seperti kendalinya proses 

bisnis penagihan barang dan jasa. Dimana dalam 

penelitian ini, disebutkan bahwa adanya update terkait 

sistem informasi akuntansi (flowchart) dapat 

meminimalisir terjadinya kendala serta terbukti efektif 

dapat meningkatkan implementasi kinerja perusahaan 
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No Penulis Objek Kajian Temuan Kajian 

pada proses kegiatan bisnis barang dan jasa di bagian 

penerimaan PT. Petrokimia Gresik.  

4. (Souhoka et. 

al., 2024) 

PT. Rapitama 

Intertech Buana 

Berdasarkan penelitian pada perusahaan PT. Rapitama 

Intertech Buana bahwa perusahaan ini dalam 

pencatatan transaksi pencatatan hutang piutang masih 

secara manual. Sehingga sistem pencatatan yang 

dimiliki perusahaan ini masih kurang efisien dan 

berisiko menyebabkan kesalahan.  

5. (Dewi Sinta & 

Siti Sundari, 

2024) 

PT. Sukses 

Sejahtera Bersama 

Indonesia 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. 

Sukses Sejahtera Bersama Indonesia, dapat temukan 

bahwa dalam proses penagihan piutang hanya 

dibebankan pada satu karyawan saja. Hal tersebut 

dapat mengakibatkan kesalahan pencatatan invoice. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan 

sistem informasi akuntansi pada proses penagihan 

piutang belum optimal.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah 

suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara 

mendalam melalui pengamatan langsung, wawancara, dan analisis terhadap situasi 

yang terjadi. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, dimana peneliti 

menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data. Penelitian deskriptif 

merupakan proses pengolahan data menjadi sesuatu yang bisa disampaikan dengan 

jelas dan tepat agar dapat mempermudah pemahaman oleh orang yang tidak 

mengalami secara langsung.  

Penelitian ini dilakukan  pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 3 Cirebon 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan peneliti secara langsung 

pada unit Penagihan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 3 Cirebon, sehingga 

peneliti dapat memahami alur bisnis, SOP, serta penerapan sistem informasi 

akuntansi secara langsung dalam kegiatan operasional. 

3.2 Sumber dan Data Penelitian  

Sumber data penelitian merupakan sumber data yang dibutuhkan dalam 

melakukan penelitian. Penelitian ini akan menggunakan dua jenis sumber data 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2022), sumber primer adalah sumber daya yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dapat diperoleh secara 

langsung dari pihak terkait.  

b. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2022), sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dapat diperoleh melalui 

orang lain atau dokumen.  
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya sebagai berikut. 

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti pada lingkungan 

yang sebenarnya. Dengan teknik observasi, peneliti dapat melihat secara langsung 

proses bisnis dan kondisi operasional yang bersifat alami tanpa adanya rekayasa. 

Sehingga dapat memperdalam pemahaman terhadap konteks dan situasi lapangan. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu 

(Esterberg, 2002). Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu melakukan 

wawancara dengan Assistant Manager dan staff Unit Penagihan PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daop 3 Cirebon, dimana pada wawancara tersebut untuk 

mencari data serta mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi pada proses 

penagihan piutang pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 3 Cirebon.  

c. Dokumentasi 

Pada teknik pengumpulan data ini, penulis dapat memperoleh informasi yang 

relevan dengan penelitian. Dokumen yang didapat oleh peneliti dapat berupa buku 

kontrak, SOP (Standar Operasional Prosedur), faktur, serta dokumen-dokumen 

yang dihasilkan oleh unit penagihan untuk kebutuhan dalam proses penagihan 

kepada debitur.  

d. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

penelaahan berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Penulis akan 

menelaah peneliti-peneliti terdahulu atau bacaan yang berkaitan dengan 

penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap proses penagihan piutang.  

3.4 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode  

analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan Model Miles dan Huberman, analisis data 

dalam penelitian kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan pada saat 
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pengumpulan data berlangsung maupun setelah seluruh data terkumpul dalam 

periode tertentu. Untuk melihat kualitas data yang diperoleh maka dapat dilihat dari 

kelengkapan datanya, semakin lengkap penjelasan datanya maka semakin baik 

kualitas data yang didapatkan. Data yang diperoleh oleh penulis didapatkan dari hasil 

wawancara  dengan assistant manager dan staff  unit penagihan. Selain itu, penulis 

akan melakukan analisa lebih lanjut terkait penggunaan sistem yang digunakan unit 

penagihan dalam proses penagihan piutang debitur yang memiliki kontrak pada PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 3 Cirebon. Dengan demikian, penulis dapat 

menilai keefektifan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap proses penagihan 

piutang. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Profil Perusahaan 

4.1.1. Sejarah PT KAI (Persero) 

PT Kereta Api Indonesia Indonesia (Persero) merupakan salah satu Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa transportasi 

khususnya perkeretaapian. Pada tanggal 17 Juni 1864 adalah sejarah awal 

perkeretaapian Indonesia ketika pencangkulan pertama jalur kereta api 

Semarang-Vorstenlanden (Solo-Yogyakarta) di Desa Kemijen oleh Gubernur 

Jendral Hindia Belanda Mr. L.A.J Baron Sloet van de Beele. Pada tanggal 8 

April 1875 pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara 

melalui Staatssporwegen (SS), rute pertama meliputi Surabaya-Pasuruan-

Malang. Pembangunan jalur kereta api di pulau Jawa diantaranya yaitu 

Semarang Joana Stoomtram Maatschappij (SJS), Semarang Cheribon 

Stoomtram Maatschappij (SCS), Serajoedal Stoomtram Maatschappij (SDS), 

Oost Java Stoomtram Maatschappij (OJS), Pasoeroean Stoomtram 

Maatschappij (Ps.SM), Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM), Probolinggo 

Stoomtram Maatschappij (Pb.SM), Modjokerto Stoomtram Maatschappij 

(MSM), Malang Stoomtram Maatschappij (MS), Madoera Stoomtram 

Maatschappij (Mad.SM), Deli Spoorweg Maatschappij (DSM). Sedangkan 

Pembangunan jalur kereta api di luar pulau Jawa dilaksanakan di Aceh (1876), 

Sumatera Utara (1889), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), dan 

Sulawesi (1922).  

Ketika Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang di 

tahun 1942, perkeretaapian Indonesia diambil alih oleh Jepang dan berganti 

nama dalam bahasa Jepang Rikuyu Sokyuku yang berarti Dinas Kereta Api. 

Pada masa kekuasaan Jepang, kereta api digunakan untuk kepentingan perang. 

Selain itu, terdapat pembangunan jalur kereta yaitu  lintas Saketi-Bayah dan 

Muaro-Pekanbaru. Kemudian, pada tanggal 28 September 1945 dilakukan 

pengambil alihan Kantor Pusat Kereta Api Bandung diperingati sebagai Hari 

Kereta Api Indonesia, beriringan dengan  didirikannya Djawatan Kereta Api 
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Indonesia  Republik Indonesia (DKARI). Pada tahun 1946, SS/VS 

(Staatssporwegen/Verenigde Spoorwegbedrif) perkeretaapian di Indonesia 

dibentuk kembali oleh Belanda. 

Pada bulan Desember 1949, dilaksanakan perjanjian damai Konfrensi 

Meja Bundar (KMB) dengan pengambilalihan aset-aset milik pemerintah 

Hindia Belanda. Pada tahun 1950, terdapat penganggabungan antara DKARI 

dan SS/VS yang berubah nama menjadi Djawatan Kereta Api (DKA). Pada 

tanggal 25 Mei 1950 berubah menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api). 

Pada tahun 1971, terdapat perubahan stuktur PNKA menjadi Perusahaan 

Jawatan Kereta Api (PJKA). Pada tahun 1991, PJKA berubah menjadi 

Perumka (Perusahaan Umum Kereta Api). Kemudian, pada tahun 1998, nama 

Perumka berganti menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

a) Visi dari PT Kereta Api Indonesia 

Visi dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah : 

1. Menggerakkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup 

Masyarakat. 

b) Misi dari PT Kereta Api Indonesia 

Misi dari PT Kereta Api Indonesia adalah : 

1. Menyediakan jasa yang mengedepankan keselamatan, ketepatan waktu 

dan kenyamanan. 

2. Mengembangkan sumber daya dan teknologi dengan mengedepankan 

ESG. 

3. Berperan aktif dalam pengembangan transportasi antarmoda 

berkelanjutan Bersama pemangku kepentingan. 

4.1.3. Pedoman Insan 

Pedoman insan pada PT Kereta Api Indonesia adalah CITAR yang memiliki 

kepanjangan sebagai berikut : 

a) Commitment 

Insan KAI berkomitmen dalam menjalankan tugas serta tujuan 

perusahaan. Panduan karakter Commitment antara lain yaitu memenuhi 
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janji, tekad dalam menjalankan tugas, konsisten terhadap tujuan 

perusahaan, dan disiplin dalam menjalankan tugas. 

b) Integrity 

Insan KAI bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan 

perusahaan serta mematuhi etika profesi dan bisnis. Panduan karakter 

Integrity antara lain yaitu menjaga rahasia perusahaan, jujur dan dapat 

dipercaya, taat aturan dan kebijakan, serta mengutamakan kepentingan 

perusahaan.  

c) Teamwork 

Insan KAI membangun kerja sama, sinergis dengan berbagai pihak dan 

latar belakang yang berbeda. Panduan karakter Teamwork antara lain yaitu 

saling berkontribusi untuk perusahaan, terbuka dalam bekerja sama, 

membangun lingkungan kerja yang kondusif, dan membantu orang lain. 

d) Accountability 

Insan KAI mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, serta 

hasil yang dilakukan. Panduan karakter Accountability antara lain yaitu 

transparansi kinerja, kesesuaian pelaporan tugas, 

mempertanggungjawabkan pekerjaan, dan melakukan evaluasi dan 

perbaikan. 

e) Responsibility 

Insan KAI melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sigap, cepat dan 

efektif. Panduan karakter Responsibility antara lain yaitu tanggung jawab 

atas tugas, cepat tanggap atas situasi, berani menanggung konsekuensi, 

dan menyelesaikan tugas dengan maksimal. 

4.1.4. Budaya Perusahaan 

Budaya perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia adalah AKHLAK yang 

memiliki arti sebagai berikut : 

a) Amanah  

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. 

b) Kompeten 

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 

c) Harmonis 
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Saling peduli dan menghargai perbedaan. 

d) Loyal 

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. 

e) Adaptif 

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi 

perubahan. 

f) Kolaboratif 

Membangun kerja sama yang sinergis. 

4.1.5. Struktur Organisasi Perusahaan 

Dalam struktur organisasi PT. KAI (Persero) Daop 3 Cirebon disusun 

secara sistematis serta hierarkis yang dikepalai oleh Vice President (VP) yang 

bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan operasional di PT KAI 

(Persero) Daop 3 Cirebon dan diwakili oleh Deputy Vice President yang 

membantu VP dalam koordinasi antar bagian serta memastikan bahwa seluruh 

kegiatan sesuai dengan kebijakan standar perusahaan. Struktur selanjutnya 

yaitu terdiri dari manajer bidang yang sesuai dengan unit masing-masing, 

diantaranya seperti Manager Sarana, Manager Jalan Rel dan Jembatan, 

Manager Sintelis, Manager Operasi, Senior Manager Pengamanan, Manager 

Fasilitas Penumpang, Manager Penjagaan Aset, Manager Komersialisasi Non 

Angkutan, Manager Angkutan Barang, Manager SDM dan Umum, Manager 

Keuangan, Manager Humasda, Manager Hukum, Manager Pengadaan Barang 

& Jasa, Manager Sistem Informasi, Manager Kesehatan, dan Manager 

Bangunan. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT KAI (Persero) Daop 3 Cirebon 

4.2 Aktivitas Magang 

a. Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Magang 

Kegiatan magang yang dijalankan oleh penulis akan berlangsung selama 4 

bulan yang dimulai dari 29 September 2025 sampai 29 Januari 2026. Selain itu, 

pelaksanaan magang berlangsung pada 5 hari kerja dimulai hari senin hingga hari 

jum’at pada pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Selama pelaksanaan kegiatan 

magang di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 3 Cirebon dilakukan secara 

bertahap, bermula dari pengenalan lingkungan kerja, seperti penjelasan gambaran 

umum Unit Keuangan serta tugas-tugas pokok dari masing-masing sub unit. Pada 

Unit Keuangan PT KAI (Persero) Daop 3 Cirebon memiliki 5 (lima) sub unit, 

yaitu keuangan, pajak, anggaran, akuntansi, dan penagihan. Dari kelima sub unit 

tersebut memiliki tugas dan output yang akan dihasilkan. Kemudian, penulis 

mulai melakukan kegiatan operasional yang akan dimulai pada sub unit (divisi) 

keuangan dan diikuti sub unit lainnya. Dengan demikian, penulis akan paham 

terhadap alur kerja yang bermula dari pengajuan dana hingga dihasilkan dokumen 

pertanggungjawaban serta paham terhadap alur penagihan sewa aset pada debitur.  

Berikut rincian aktivitas yang dilakukan selama magang berlangsung. 
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Tabel 4.1 Aktivitas Magang 

No. Tanggal 
Jam 

Masuk 
Aktivitas 

Jam 

Pulang 

1. Senin, 29 

September 2025 

s/d Jum’at, 03 

Oktober 2025 

08.00 • Diberikan arahan terkait aturan magang di kantor.  

• Diberikan penjelasan terkait dokumen-dokumen 

yang ada di Unit Keuangan. 

• Mengarsip dokumen Unit Keuangan. 

• Mencatat, mendistribusikan dan justifikasi kembali 

dokumen pengendalian pengajuan dana, G64, G63 

dan persetujuan dana di buku ekspedisi ke ruang VP 

dan unit yang terkait lainnya. 

• Melengkapi dokumen G61 dengan melampirkan 

bukti transaksi kegiatan operasional unit penagihan 

• Mengelompokkan dokumen tagihan dan faktur 

bulan Oktober di Unit Penagihan. 

• Melakukan scan dokumen G.61 Unit Penagihan. 

• Melakukan scan dokumen TJSL (Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan). 

• Mengajukan judul penelitian kepada Dosen 

Pembimbing. 

16.00 

2. Senin, 06 

Oktober 2025 

s/d Jum’at, 10 

Oktober 2025 

08.00 • Mengarsip dokumen Unit Keuangan 

• Mencatat, memberikan, mengambil dan justfikasi 

kembali dokumen pengendalian pengajuan dana, 

persetujuan dana, G.64 dan G.63 di buku ekspedisi 

ke ruang VP dan unit-unit terkait. 

• Melakukan scan dokumen tagihan eksternal dan 

verifikasi G.61. 

• Melakukan konsultasi dengan Asisten Manager 

keuangan terkait judul yang diajukan dan data yang 

dibutuhkan. 

• Melakukan konsultasi kembali kepada Dosen 

Pembimbing terkait peraturan pengambilan data 

perusahaan. 

16.00 

3. Senin, 13 

Oktober 2025 

s/d Jum’at, 17 

Oktober 2025 

08.00 • Membuat lembar verifikasi G.61 (Dokumen 

pertanggungjawaban uang muka dinas). 

• Melakukan scan dokumen A9 (Surat Permintaan 

Pembayaran- tagihan vendor eksternal). 

16.00 
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No. Tanggal 
Jam 

Masuk 
Aktivitas 

Jam 

Pulang 

• Membuat LHS TJSL (Lembaran Hasil Survei 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). 

• Membuat SP Tagihan (Surat Peringatan) ke-1 dan 

ke-2 pada unit tagihan. 

• Meminta TTD kepada manager unit terkait untuk 

dokumen PBL (Perjanjian Kerjasama Bina 

Lingkungan). 

• Melakukan update data pajak di website coretax 

(Pajakku). 

4. Senin, 20 

Oktober 2025 

s/d Jum’at, 24 

Oktober 2025 

08.00 • Membuat SP Tagihan (Surat Peringatan) ke-1 dan 

ke-2 pada unit tagihan di website RDS (Rail 

Document System). 

• Membuat lembar verifikasi G.61 (Dokumen 

pertanggungjawaban uang muka dinas).  

• Merekapitulasi biaya yang akan dikeluarkan untuk 

TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) 

dengan mitra binaan terkait. 

• Menginput NIK debitur sewa aset untuk keperluan 

pembuatan faktur pajak di unit penagihan. 

• Mencatat, mendistribusikan dan justifikasi kembali 

dokumen pengendalian pengajuan dana, G61, G63 

dan G64 di buku ekspedisi ke ruang VP serta unit-

unit terkait. 

• Memindai dokumen verifikasi G61, tagihan vendor 

eksternal, PPF dan Invoice penagihan. 

• Mengunggah file tagihan eksternal cloud KAI. 

16.00 

5. Senin, 27 

Oktober 2025 

s/d Jum’at, 31 

Oktober 2025 

08.00 • Membuat rincian biaya operasional dan BBM unit 

penagihan. 

• Membuat SP Tagihan (Surat Peringatan) ke-1, 2, 

dan 3 pada unit tagihan di website RDS (Rail 

Document System). 

• Menginput dokumen G.63 ke dalam sistem index 

arsip. 

16.00 
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No. Tanggal 
Jam 

Masuk 
Aktivitas 

Jam 

Pulang 

• Mempelajari dalam merekap pendapatan harian 

dan bulanan dari sewa aset menggunakan data dari 

vaireport. 

6. Senin, 3 

November 2025 

s/d Jum’at, 7 

November 2025 

08.00 • Mendistribusikan dokumen G63, PPF, TJSL, 

Purchasing Requisition sesuai dengan unit-unit 

terkait. 

• Melakukan rekapitulasi Surat Peringatan (SP) 

kontrak sewa aset di website RDS (Rail Document 

System). 

• Memindai dokumen tagihan eksternal. 

• Mendistribusikan dokumen TJSL. 

• Melakukan rekapitulasi permintaan pembayaran 

UMDS dalam format Excel. 

• Memindai invoice dan PPF dari unit penagihan. 

• Membuat lembar verifikasi dokumen G.61. 

• Melakukan rekapitulasi pajak (Tax) pada dokumen 

UMDS. 

16.00 

7. Senin, 10 

November 2025 

s/d Jum’at, 14 

November 2025 

08.00 • Melakukan rekapitulasi Surat Peringatan dan 

kontrak sewa aset di Daop 3 Cirebon pada RDS 

(Rail Document System). 

• Membuat lembar verifikasi G.61 

• Melakukan rekapitulasi permintaan pembayaran 

UMDS dalam format Excel. 

• Membuat SP Tagihan (Surat Peringatan) ke-1 dan 

ke-2 pada unit tagihan di website RDS (Rail 

Document System). 

• Melakukan rekapitulasi pajak (Tax) dokumen 

UMDS. 

• Melakukan tagihan kepada sewa aset pada wilayah 

Kadipaten. 

16.00 

8. Senin, 17 

November 2025 

s/d Jum’at, 21 

November 2025 

08.00 • Melakukan rekapitulasi Surat Peringatan (SP) 

kontrak sewa aset di website RDS (Rail Document 

System). 

• Mencatat dan mendistribusikan dokumen G.63 pada 

unit-unit terkait. 

16.00 
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No. Tanggal 
Jam 

Masuk 
Aktivitas 

Jam 

Pulang 

• Melakukan scan dokumen A9 (tagihan eksternal). 

• Menginput biaya operasional unit keuangan bulan 

Oktober sampai November. 

• Melakukan rekapitulasi pajak (Tax) dokumen 

UMDS. 

9. Senin, 24 

November 2025 

s/d Jum’at, 28 

November 2025 

08.00 • Mendistribusikan dokumen G.63 dan Pengajuan 

Dana (PR) ke unit-unit terkait. 

• Membuat SP Tagihan (Surat Peringatan) ke-1, 2, dan 

3 pada unit tagihan di website RDS (Rail Document 

System). 

• Menginput biaya operasional unit keuangan bulan 

November. 

• Membuat lembar verifikasi G.61 (dokumen 

pertanggung jawaban Uang Muka Dinas 

Sementara). 

• Melakukan pengecekan validasi NIK/NPWP serta 

mencatat NITKU pada Coretax. 

• Melakukan rekapitulasi pajak (Tax) dokumen 

UMDS. 

16.00 

10. Senin, 1 

Desember 2025 

s/d Jum’at, 5 

Desember 2025 

08.00 • Mendistribusikan dokumen G.63 ke unit-unit 

terkait. 

• Mengumpulkan dokumen-dokumen yang akan 

diserahkan sebagai bukti audit kepada KAP. 

• Memindai arsip dokumen PPF (Permintaan 

Pembayaran Faktur) tahun 2014 

• Mendistribusikan G.64 dari unit anggaran ke unit 

keuangan  

• Melakukan rekapitulasi pajak (Tax) dokumen 

UMDS. 

• Mendistribusikan dokumen PPNP ke unit-unit 

terkait 

• Melakukan rekapitulasi Surat Peringatan (SP) 

kontrak sewa aset di website RDS (Rail Document 

System). 

16.00 
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No. Tanggal 
Jam 

Masuk 
Aktivitas 

Jam 

Pulang 

• Membuat SP Tagihan (Surat Peringatan) ke-1 pada 

unit tagihan di website RDS (Rail Document 

System). 

11. Senin, 8 

Desember 2025 

s/d Jum’at, 12 

Desember 2025 

08.00 • Melakukan rekapitulasi pajak (Tax) dokumen 

UMDS. 

• Membuat berita acara atas pinjaman dana dengan 

kemitraan dalam program bina lingkungan 

• Membuat addendum perjanjian pinjaman dana 

dengan kemitraan dalam program bina lingkungan 

• Membuat rincian pembayaran cicilan peminjam 

dana dalam program bina lingkungan. 

• Melakukan scan dokumen A9 (tagihan eksternal) 

• Membuat SP Tagihan (Surat Peringatan) ke-1 dan 

ke-2 pada unit tagihan di website RDS (Rail 

Document System). 

• Melakukan pengecekan validasi terhadap 

NIK/NPWP serta mencatat NITKU. 

• Melakukan scan dokumen invoice dan tagihan. 

16.00 

12. Senin, 15 

Desember 2025 

s/d Jum’at, 19 

Desember 2025 

08.00 • Melakukan verifikasi dan membuat lembar 

verifikasi dokumen G.61 (Dokumen Pertanggung 

Jawaban UMDS) 

• Membuat lembar checklist tagihan eksternal. 

• Menginput NIK debitur sewa aset untuk keperluan 

pembuatan faktur pajak di unit penagihan. 

• Menginput biaya operasional unit keuangan bulan 

Desember. 

• Mendistribusikan dokumen Justifikasi kepada Unit 

Sintelis dan Unit Faspen dari Unit Anggaran. 

• Melakukan rekapitulasi pajak (Tax) dokumen 

UMDS. 

• Melakukan pengecekan validasi terhadap 

NIK/NPWP serta mencatat NITKU. 

• Mempelajari dalam membuat dokumen tagihan 

dan invoice untuk penyewa aset pada website 

collection di Unit Penagihan. 

16.00 
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No. Tanggal 
Jam 

Masuk 
Aktivitas 

Jam 

Pulang 

13. Senin, 22 

Desember 2025 

s/d Rabu, 24 

Desember 2025 

08.00 • Melakukan verifikasi dan membuat lembar 

verifikasi dokumen G.61 (Dokumen Pertanggung 

Jawaban UMDS). 

• Membuat SP Tagihan (Surat Peringatan) ke-1 dan 

ke-2 pada unit tagihan di website RDS (Rail 

Document System). 

• Menginput biaya operasional unit keuangan bulan 

Desember. 

16.00 

14. Senin, 29 

Desember 2025 

s/d Jum’at, 2 

Januari 2026 

08.00 • Mengantar dokumen pengajuan dana ke ruang VP 

(Vice President). 

• Melakukan scan dokumen A9 (Surat Permintaan 

Pembayaran- tagihan vendor eksternal). 

• Membuat SP Tagihan (Surat Peringatan) pada unit 

tagihan di website RDS (Rail Document System). 

• Melakukan scan PPF dan Invoice penagihan sewa 

aset debitur. 

• Menginput NIK debitur sewa aset untuk keperluan 

pembuatan faktur pajak di unit penagihan. 

16.00 

15. Senin, 5 Januari 

2026 s/d Jum’at, 

9 Januari 2026 

08.00 • Mendistribusikan dokumen PPNP ke unit-unit 

terkait. 

• Mengantar dokumen pengajuan dana ke ruang VP 

(Vice President). 

• Melakukan scan dokumen G.61 (Dokumen 

Pertanggung Jawaban UMDS). 

• Melakukan scan dokumen addendum TJSL 

(Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). 

•  Melakukan scan PPF dan Invoice penagihan sewa 

aset debitur. 

• Melakukan rekapitulasi kontrak sewa aset di 

daerah Pegaden Baru melalui Portal Aset. 

• Mengantar dokumen pengajuan dana yang perlu di 

justifikasi kembali kepada unit terkait. 

• Mencatat dan mendistribusikan dokumen G.63 

pada unit-unit terkait. 

16.00 
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No. Tanggal 
Jam 

Masuk 
Aktivitas 

Jam 

Pulang 

16. Senin, 12 

Januari 2026 s/d 

Kamis, 15 

Januari 2026 

08.00 • Mengantar dokumen pengajuan dana ke ruang VP 

(Vice President). 

• Melakukan scan dokumen A9 (Surat Permintaan 

Pembayaran- tagihan vendor eksternal). 

• Mengambil dokumen pengajuan dana dari ruang 

VP yang sudah approved. 

• Menginput NIK debitur sewa aset untuk keperluan 

pembuatan faktur pajak di unit penagihan. 

• Mengantar dokumen pengajuan dana yang perlu di 

justifikasi kembali kepada unit terkait. 

• Melakukan wawancara dengan pegawai unit 

penagihan guna mengambil data untuk penelitian. 

16.00 

17.  Senin, 19 

Januari 2026 s/d 

Jum’at, 23 

Januari 2026 

08.00 • Mencatat dan mendistribusikan dokumen G.63 

pada unit-unit terkait. 

• Mempelajari verifikasi pengajuan dana di unit 

anggaran hingga menerbitkan dokumen 

persetujuan dana. 

• Mengambil dokumen pengajuan dana dari ruang 

VP yang sudah approved. 

• Melakukan verifikasi dokumen pengendalian 

pengajuan dana dari unit-unit terkait di unit 

anggaran. 

• Mencatat dan mendistribusikan dokumen G.61 

yang sudah selesai di proses. 

• Mempelajari proses pencatatan piutang di unit 

keuangan. 

• Memberikan berkas RAB Penggantian biaya 

kepada unit SDMU 

• Melakukan scan dokumen A9 (Surat Permintaan 

Pembayaran- tagihan vendor eksternal). 

16.00 

18. Senin, 26 

Januari 2026 s/d 

Kamis, 29 

Januari 2026 

08.00 • Melakukan rekapitulasi kontrak sewa aset melalui 

Portal Aset. 

• Mencatat dan mendistribusikan dokumen G.63 

pada unit-unit terkait. 

16.00 
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No. Tanggal 
Jam 

Masuk 
Aktivitas 

Jam 

Pulang 

• Melakukan rekapitulasi biaya operasional unit 

keuangan bulan Januari 2026. 

• Mengantar dokumen pengajuan dana ke ruang VP 

(Vice President). 

• Melakukan pengecekan validasi terhadap 

NIK/NPWP serta mencatat NITKU. 

• Mencatat dan mendistribusikan dokumen G.61 

yang sudah selesai di proses. 

 

4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1. Sistem Informasi Akuntansi pada Penagihan Piutang  

PT KAI Daop 3 Cirebon untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai 

proses bisnis dalam satu sistem dengan menggunakan sistem ERP. Sistem tersebut 

merupakan Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan atas kegiatan penagihan 

piutang. Software ERP yang digunakan oleh PT KAI Daop 3 Cirebon adalah SAP 

(Systems Applications and Products in Data Processing) dengan modul SAP FI-

CO (Financial Accounting-Controlling) yang digunakan oleh unit akuntansi, 

modul SAP CM (Cash Management) yang digunakan oleh unit keuangan dan 

pajak, serta modul SAP FM (Fund Management Module) yang digunakan oleh 

unit anggaran. Selain itu, terdapat sistem pendukung pencatatan piutang, seperti 

Collection, VAireport, dan Coretax. Aplikasi-aplikasi tersebut digunakan oleh 

unit penagihan dalam mendukung proses penagihan piutang sewa aset.  

Proses kegiatan penagihan sewa aset, terdapat beberapa unit keuangan yang 

saling berkoordinasi. Unit Keuangan pada PT KAI Daop 3 memiliki 5 sub unit, 

yaitu unit keuangan, pajak, akuntansi, anggaran, dan penagihan. Pada proses 

transaksi piutang hingga penerimaan pendapatan piutang sewa aset pada PT KAI 

Daop 3 terdapat beberapa unit yang saling terlibat serta memiliki peran sebagai 

berikut:  

a. Unit Penagihan 

Unit penagihan merupakan unit yang berperan penting terhadap pendapatan 

piutang dari sewa aset. Dalam hal ini, Unit penagihan akan menerbitkan PPF 
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dan invoice yang sesuai dengan kontrak sewa aset serta unit penagihan 

memiliki tugas untuk menagih piutang kepada mitra yang bersangkutan. Aset 

yang akan dikenakan sewa dapat berupa tanah dan/atau bangunan milik PT 

KAI Daop 3 CN.  

b. Unit Pajak 

Unit pajak berkaitan dengan unit penagihan terkait pengenaan pajak keluaran 

dari sewa aset pada PT KAI Daop 3 CN. Pajak keluaran yaitu PPh pasal 23, 

PPh pasal 4(2), dan PPN. Dalam hal ini, unit pajak akan menerima data pajak 

dari unit penagihan yang sudah direkonsiliasi.  

c. Unit Akuntansi 

Dalam proses kerja penagihan sewa aset, unit akuntansi dan unit penagihan 

akan saling berkoordinasi untuk melakukan rekonsiliasi piutang dan 

pendapatan per bulannya.  

4.3.2. Prosedur pada Proses Penagihan Piutang 

Dalam proses penagihan piutang sewa aset PT KAI Daop 3 Cirebon terdapat 

prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan proses tersebut diantaranya 

sebagai berikut : 

4.3.2.1 Prosedur Proses Bisnis di Unit Penagihan 

Berkaitan dengan proses bisnis yang ada pada unit keuangan khususnya 

sub unit penagihan berfokus kepada pendapatan non-angkutan seperti aset-aset 

yang dimiliki oleh PT KAI. Dalam proses penagihan piutang sewa aset pada 

daerah operasional 3 Cirebon terdapat 5 (lima) wilayah tagihan. Semua aset 

yang diakui sebagai aset perusahaan akan dikenakan sewa bagi badan usaha 

atau perseorangan yang menggunakan atau menempati wilayah tersebut, 

misalnya PDAM, Pertamina, Telkomsel, tenant stasiun, dan lain sebagainya. 

Dalam peraturannya nilai kontrak aset yang memiliki nilai di atas Rp 

500.000.000 merupakan kontrak kantor pusat, sedangkan nilai kontrak yang 

memiliki nilai di bawah Rp 500.000.000 merupakan kontrak daerah. 

Proses bisnis pada unit penagihan sebagai berikut : 

1. Dimulai pada unit aset yang melakukan pengukuran luas terhadap lahan 

yang digunakan oleh badan usaha atau perseorangan.  
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2. Kemudian unit KNA (Komersialisasi Non Angkutan) akan melakukan 

tindak lanjut dengan membuat buku kontrak terkait persewaan aset-aset PT 

KAI. 

3. Setelah buku kontrak telah selesai diproses oleh KNA, maka unit KNA akan 

menyerahkan copy buku kontrak kepada unit penagihan agar dilakukan 

penagihan piutang sewa aset. 

4. Unit penagihan membuat tagihan sesuai dengan kontrak yang dibuat oleh 

unit KNA. Dalam melakukan penagihan, unit Penagihan perlu mencetak 

beberapa dokumen yang dibutuhkan, diantaranya sebagai berikut : 

a. PPF (Permintaan Pembayaran Faktur) 

PPF (Permintaan Pembayaran Faktur) merupakan dokumen yang 

dibutuhkan untuk melakukan tagihan sewa aset. Dokumen ini dibuat 

menggunakan sistem atau aplikasi yaitu Collection.kai.id.  

b. Invoice 

Invoice merupakan dokumen yang menyatakan bahwa penyewa aset 

telah melakukan pembayaran. Dalam hal ini terdapat perbedaan yaitu 

untuk perseorangan akan dicetak invoice setelah penyewa sudah 

melakukan pembayaran sesuai PPF, sedangkan invoice untuk badan 

usaha sudah dicetak walaupun badan usaha belum melakukan 

pembayaran.    

c. Faktur Pajak  

Faktur Pajak akan diserahkan khusus untuk yang melakukan kontrak 

sewa berupa Badan usaha, seperti PT.  

5. Apabila seluruh dokumen pendukung sudah lengkap, maka juru tagih akan 

membawa dokumen tersebut kepada mitra yang melakukan sewa kontrak 

dengan PT KAI. 

6. Jika dokumen tagihan sudah diberikan kepada mitra namun belum 

dilakukan pembayaran melebihi 14 hari setelah tanggal jatuh tempo yang 

ditentukan maka unit penagihan akan mendistribusikan Surat Peringatan I 

(SP I) kepada mitra. Apabila mitra belum melakukan pembayaran setelah 

diterbitkannya SP I, maka akan diberikan SP II sampai dengan SP III dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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7. Apabila setelah diterbitkannya SP III namun mitra tidak kunjung melakukan 

pembayaran, maka unit penagihan akan menyerahkan ke unit KNA 

(Komersial Non Angkutan) untuk menentukan tindak lanjut dari kontrak 

sewa aset terkait. Tindak lanjut yang dilakukan oleh unit KNA berupa 

penertiban dengan melakukan koordinasi dengan unit aset. 
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Gambar 4.1. Flowchart Penagihan Piutang 
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4.3.2.2 Prosedur Pelaksana di Lapangan pada Penagihan Piutang Sewa Aset 

Unit penagihan memiliki pelaksana yang bertugas untuk menyampaikan 

informasi perihal tagihan sewa, mengantar buku kontrak, dan melakukan 

sosialisasi kepada mitra terkait tata cara pembayaran sewa yaitu juru tagih. 

Dalam menjalankan tugasnya, secara keseluruhan juru tagih bertugas di 

lapangan. Oleh karena itu, berikut tahapan yang dilakukan oleh juru tagih 

dalam menjalankan tugas di lapangan : 

1. Juru tagih menerima PPF (Permintaan Pembayaran Faktur) dari admin sesuai 

dengan wilayahnya masing-masing. 

2. Selanjutnya, juru tagih mendatangi lokasi persewaan aset dengan membawa 

PPF dan buku kontrak sewa. 

3. Kemudian juru tagih menjelaskan tata cara pembayaran sewa dan 

menjelaskan peraturan yang berlaku dalam kontrak sewa aset.  

4. Apabila mitra sudah membayar sesuai dengan nominal dan jatuh tempo yang 

sesuai dengan PPF, maka admin akan mencetak invoice. Jika mitra belum 

membayar tagihan dan melebihi jatuh tempo, maka admin akan mencetak 

Surat Peringatan. 

5. Invoice akan didistribusikan oleh juru tagih kepada mitra yang sudah 

membayar tagihannya, sedangkan Surat Peringatan akan didistribusikan oleh 

juru tagih kepada mitra yang belum membayar tagihan melebihi jatuh tempo.  

Metode penagihan dalam proses penagihan piutang sewa aset dapat 

dilakukan dengan mendatangi secara langsung lokasi penyewa aset (door to 

door), dengan Drive Thru (para penyewa diuntung untuk mendatangi lokasi 

yang sudah ditentukan), atau by (dengan menghubungi mitra menggunakan 

handphone tanpa mendatangi lokasi secara langsung).  

4.3.2.3 Prosedur Sistem Informasi Akuntansi dari Piutang Sewa Aset 

Berdasarkan pencatatan piutang dari sewa aset, terdapat beberapa unit 

yang saling berkoordinasi di akhir bulan atau melakukan closing dalam proses 

tersebut. Terdapat prosedur pencatatan piutang hingga diakui sebagai 

pendapatan pada Sistem Informasi Akuntansi dari piutang sewa aset sebagai 

berikut:   
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1. Proses pencatatan dimulai ketika unit penagihan mencetak invoice pada 

aplikasi Collection. 

2. Setelah itu, data invoice otomatis terintegrasi ke dalam sistem SAP FI-CO yang 

digunakan oleh unit akuntansi. 

3. Kemudian, pada akhir bulan unit akuntansi akan melakukan rekonsiliasi 

piutang dengan rekap data piutang yang disampaikan oleh unit penagihan. 

4. Apabila sudah dilakukan rekonsiliasi data serta sudah dipastikan kesesuaian 

data dengan unit penagihan, maka unit akuntansi akan menginput hasil 

rekonsiliasi invoice tersebut ke SAP FI-CO. 

5. Data yang diinput oleh unit akuntansi akan dilakukan peninjauan oleh kantor 

pusat untuk memastikan kesesuaian data. 

 

Gambar 4.2. Flowchart Sistem Informasi Akuntansi dari Piutang Sewa Aset PT 

KAI Daop 3 
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4.3.2.4 Aplikasi Pendukung Sistem Informasi Akuntansi atas Piutang Sewa Aset 

Terdapat beberapa aplikasi pendukung Sistem Informasi Akuntansi atas 

piutang sewa aset, diantaranya sebagai berikut : 

1. Collection 

Gambar 4.3. Display Depan Collection 

 

Aplikasi Collection merupakan aplikasi yang digunakan oleh unit 

penagihan dalam melakukan mencetak PPF (Permintaan Pembayaran 

Faktur) dan invoice para mitra yang memiliki kontrak dengan PT KAI. 

Dalam mencetak PPF, admin perlu melakukan input data seperti nomor 

kontrak secara manual serta verifikasi data yang sesuai dengan portal aset.  

 

2. VAireport  

Gambar 4.4. Display VAireport 

 

Aplikasi VAireport memiliki fungsi sebagai monitoring atas transaksi 

yang masuk melalui mekanisme Virtual Account termasuk transaksi sewa 
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aset. Aplikasi ini menampilkan seluruh tagihan yang tercetak pada 

Collection dan dapat menampilkan status pembayaran tagihan sewa aset. 

Selain itu, aplikasi ini berfungsi dalam menyajikan laporan pendapatan 

secara periodik, seperti harian, mingguan, maupun bulanan. Dengan 

demikian, aplikasi ini berfungsi sebagai sistem pendukung untuk melakukan 

rekapitulasi dan pemantauan pendapatan perusahaan secara berkala.  

 

3. Portal Aset 

Gambar 4.5. Display Manajemen Kontrak Portal Aset 

 

Gambar 4.6. Display Rincian Kontrak dan Termin Sewa 

 

Portal Aset merupakan sistem yang digunakan oleh PT KAI untuk 

mengelola dan memantau data aset perusahaan secara terintegritas. Aplikasi ini 

berfungsi untuk menyajikan informasi terkait aset yang dimiliki, data kontrak 

sewa, identitas mitra, jangka waktu sewa, kegunaan aset, serta nilai dan termin 

pembayaran. Data pada Portal Aset merupakan data kontrak aset yang diinput 

oleh unit KNA (Komersial Non Angkutan). Melalui aplikasi ini, unit penagihan 
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dapat memantauan tagihan pada mitra yang melakukan kontrak sewa dengan 

PT KAI, sehingga mempermudah unit penagihan dalam merekapitulasi 

kontrak aset yang perlu dilakukannya tagihan.   

 

4. Rail Document System (RDS) 

Gambar 4.7. Display Depan RDS (Rail Document System) 

 

Rail Document System (RDS) merupakan aplikasi surat menyurat resmi 

di lingkungan perusahaan. Aplikasi ini berfungsi untuk pembuatan, 

pengarsipan, pendistribusian, serta pelacakan dokumen resmi, seperti surat 

peringatan, surat penagihan, dan dokumen administratif lainnya. Dengan 

menggunakan aplikasi ini, unit penagihan dapat memantau mitra yang sudah 

diberikan Surat Peringatan (SP) atau belum terhadap kontrak sewa aset.  

 

5. Coretax (Pajakku) 

Gambar 4.8. Display Coretax 

 

Coretax (Pajakku) merupakan aplikasi yang digunakan untuk melaporkan 

pajak yang dikenakan pada sewa aset. Unit penagihan akan melaporkan pajak 
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keluaran bagi mitra perseorangan pada aplikasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini 

berfungsi dalam menyajikan laporan pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan, 

khususnya untuk sewa aset. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, dapat 

memudahkan unit penagihan dalam melakukan rekonsiliasi faktur pajak.  

 

6. SAP FI-CO PT. KAI (Persero) Daop 3 Cirebon 

Gambar 4.9. Display SAP Modul FI-CO 

 

SAP FI-CO merupakan modul pada sistem SAP yang digunakan untuk 

mengelola aspek keuangan, termasuk pengelolaan piutang sewa aset. SAP 

berfungsi untuk mencatat adanya piutang berdasarkan pada invoice sewa aset, 

memantau saldo piutang mitra, serta merekam penerimaan pembayaran dari 

mitra secara sistematis. Dengan penggunaan SAP FI-CO dapat meningkatkan 

akurasi pencatatan piutang serta mempercepat proses pelaporan.  

4.3.3. Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Penagihan 

Piutang 

Berdasarkan observasi dan wawancara terdapat hasil analisis efektivitas Sistem 

Informasi Akuntansi terhadap Penagihan Piutang Sewa Aset.  

a. Efektivitas penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pencatatan 

Piutang pada Unit Akuntansi : 

1. Mempermudah pencatatan piutang secara otomatis pada SAP berdasarkan 

invoice yang diterbitkan. 

2. Menghasilkan laporan piutang secara akurat. 
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b. Efektivitas penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Proses Bisnis 

pada Unit Penagihan : 

1. Mempercepat proses pembuatan PPF, invoice, dan Surat Peringatan melalui 

sistem digital. 

2. Mempermudah pemantauan status piutang dan jatuh tempo pembayaran 

secara real time. 

3. Menyajikan laporan pendapatan secara periodik, seperti harian, mingguan, 

maupun bulanan. 

4. Membantu dalam membuat keputusan untuk menentukan mitra yang harus 

ditagih. 

4.3.4. Analisis Kelemahan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Penagihan 

Piutang 

a. Kelemahan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Piutang : 

1. Adanya ketidaksesuaian data antara SAP dengan Collection atau adanya 

error system, maka perlu adanya penanganan dari kantor pusat. 

2. Keterbatasan jumlah user SAP yang menyebabkan penggunaan sistem harus 

dilakukan secara bergantian, contohnya jika Asisten Manajer Akuntansi 

sedang menggunakan SAP untuk kepentingan pekerjaan dan pegawai 

akuntansi juga ingin menggunakan SAP untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan, maka keduanya menggunakan secara bergantian sehingga dapat 

memakan waktu. 

3. Kendala pada jaringan yang dapat menghambat akses sistem. 

4. Belum ada fitur pemberitahuan terhadap piutang yang sudah jatuh tempo 

atau melebihi jatuh tempo pada sistem.  

b. Kelemahan pada proses bisnis di unit penagihan : 

1. Kemampuan membayar mitra lemah yang dapat disebabkan oleh 

melemahnya perekonomian mitra. 

2. Aset telah beralih nama ke mitra baru, dan mitra yang baru tidak mau 

membayar dengan alasan masih menjadi tanggungan mitra yang lama. 

3. Lokasi Aset sudah kosong ditinggalkan oleh mitra, seperti tempat usaha 

yang sudah ditinggalkan oleh mitra. 

4. Adanya kecemburuan sosial karena pengenaan kontrak tidak merata. 
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5. Terjadi sengketa tanah, seperti Keraton khususnya di wilayah Cirebon Kota. 

Keraton mengklaim bahwa daerah sekitar rel kereta tersebut milik Keraton. 

6. Pembuatan Surat Peringatan (SP) tidak sesuai dengan SOP. 

7. Terdapat kelompok paguyuban yang mempengaruhi warga untuk tidak 

membayar sewa pada PT KAI. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data penelitian yang terkumpul atas efektivitas penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi terhadap proses penagihan piutang sewa aset pada PT KAI 

(Persero) Daop 3 dapat diambil kesimpulan oleh penulis bahwa penerapan Sistem 

Informasi Akuntansi terhadap proses penagihan piutang sewa aset pada PT KAI 

(Persero) Daop 3 sudah cukup efektif, walaupun dalam implementasinya terdapat 

beberapa kendala. Hasil analisis tersebut dapat dilihat melalui beberapa hal sebagai 

berikut:  

1. Pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada PT KAI (Persero) Daop 3 atas 

penagihan piutang sewa aset telah terintegrasi cukup baik dengan menggunakan 

sistem induk yaitu SAP serta sistem pendukung, seperti Collection, VAireport, 

Portal Aset, RDS (Rail Document System), dan Coretax. Sistem-sistem tersebut 

membantu dalam pencatatan data piutang, pengelolaan dokumen, dan 

meningkatkan tingkat keakuratan serta ketepatan informasi keuangan.  

2. PT KAI (Persero) Daop 3  memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) atas 

proses penagihan piutang sewa aset. Beberapa unit yang terkait pada proses 

penagihan piutang sewa aset telah memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab 

sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga setiap unit terkait dapat melakukan 

koordinasi dengan baik.  

Kemudian, terdapat beberapa kendala penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang 

kurang efektif, diantaranya sebagai berikut : 

1. Belum ada fitur pemberitahuan terhadap piutang yang sudah jatuh tempo atau 

melebihi jatuh tempo pada sistem.  

2. Keterbatasan jumlah user SAP yang menyebabkan penggunaan sistem harus 

dilakukan secara bergantian.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, terdapat beberapa kendala pada 

Sistem Informasi Akuntansi, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Perusahaan dapat melakukan upgrade pada sistem dengan menambahkan fitur 

pemberitahuan (notifikasi) terhadap piutang yang sudah jatuh tempo atau melebihi 
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jatuh tempo. Hal tersebut perlu dipertimbangkan bagi perusahaan karena dengan 

menambahkan fitur notifikasi dapat mempermudah unit penagihan dalam 

mencetak tagihan dengan tepat waktu, sehingga seluruh mitra yang memiliki 

kontrak dengan PT KAI dapat diberikan surat tagihan secara teratur.  

2. Adanya keterbatasan user SAP yang dapat memakan waktu yang lama jika ada 

pekerjaan yang harus dilakukan pada waktu yang bersamaan. Dengan tingkat 

penggunaan yang tinggi, perusahaan dapat mengajukan dana kepada kantor pusat 

untuk menambahkan user akses SAP.  

Kemudian, kendala pada proses bisnis di unit penagihan, penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Unit aset dan unit KNA dapat ditingkatkan koordinasi dengan unit penagihan 

terkait penetapan kontrak yang belum merata. 

2. Unit penagihan dapat lebih aktif dalam pemantauan tagihan piutang yang telah 

jatuh tempo dan piutang yang belum tertagih. 

3. Unit Penagihan dapat menerbitkan SP sesuai dengan SOP, seperti menerbitkan SP 

I setelah 14 hari setelah jatuh tempo, SP II diterbitkan 7 hari setelah SP I, dan SP 

III diterbitkan 7 hari setelah SP II. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 :  

Hasil wawancara dengan pegawai Administrasi Unit Penagihan PT KAI Daop 3 CN 

Narasumber : Ibu T 

1. Bagaimana tugas pokok dan fungsi pada bagian administrasi di unit penagihan? 

Jawab : 

Berikut tugas pokok dan fungsi pada bagian administrasi: 

a. Melakukan administrasi dokumen penagihan. 

b. Melakukan administrasi dokumen faktur pajak keluaran menggunakan 

aplikasi coretax. 

c. Membuat daftar penyewa aset yang melebihi jatuh tempo. 

d. Membuat laporan pengiriman dokumen tagihan. 

e. Membuat laporan penagihan Bukti Potong PPh dan Bukti Setor PPN yang 

dipotong/dipungut pihak lain. 

f. Mengelola dokumen SP, surat permintaan bukti pembayaran pajak, dan bukti 

potong PPh serta PPN. 

g. Memastikan pengelolaan bukti potong PPh pasal 23, 22, 4 ayat (2) dan bukti 

setor PPN dilaksanakan dengan baik. 

2. Bagaimana proses bisnis yang ada pada unit penagihan di PT. KAI Daop 3 CN? 

Jawab : 

Berkaitan dengan proses bisnis yang ada pada unit keuangan khususnya sub unit 

penagihan berfokus kepada pendapatan non-angkutan seperti aset-aset yang 

dimiliki oleh KAI. Dalam proses penagihan piutang sewa aset terdapat 5 (lima) 

wilayah penagihan khususnya pada daerah operasional 3 Cirebon. Semua aset 

yang diakui sebagai aset perusahaan akan dikenakan sewa bagi badan usaha atau 

perseorangan yang menggunakan atau menempati wilayah tersebut, misalnya 

PDAM, Pertamina, Telkomsel, tenant stasiun, dan lain sebagainya. Dalam 

peraturannya nilai kontrak aset yang memiliki nilai di atas Rp 500.000.000 

merupakan kontrak kantor pusat, sedangkan nilai kontrak yang memiliki nilai di 

bawah Rp 500.000.000 merupakan kontrak daerah. 

Proses bisnis pada unit penagihan : 
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1. Dimulai pada unit aset yang melakukan pengukuran luas terhadap lahan yang 

digunakan oleh badan usaha atau perseorangan.  

2. Kemudian unit KNA (Komersialisasi Non Angkutan) akan melakukan tindak 

lanjut dengan membuat buku kontrak terkait persewaan aset-aset PT KAI. 

3. Setelah buku kontrak telah selesai di proses oleh KNA, maka unit KNA akan 

menyerahkan copy buku kontrak kepada unit penagihan. 

4. Unit penagihan melakukan tagihan sesuai dengan kontrak yang dibuat oleh 

unit KNA. Dalam melakukan tagihan, unit Penagihan perlu mencetak 

beberapa dokumen yang dibutuhkan, diantaranya sebagai berikut : 

a. PPF (Permintaan Pembayaran Faktur) 

PPF (Permintaan Pembayaran Faktur) merupakan dokumen yang 

dibutuhkan untuk melakukan tagihan sewa aset. Dokumen ini dibuat 

menggunakan sistem atau aplikasi yaitu Collection.kai.id.  

b. Invoice 

Invoice merupakan dokumen yang menyatakan bahwa penyewa aset telah 

melakukan pembayaran. Dalam hal ini terdapat perbedaan yaitu untuk 

perseorangan akan dicetak invoice setelah penyewa sudah melakukan 

pembayaran sesuai PPF, sedangkan invoice untuk badan usaha sudah 

dicetak walaupun badan usaha belum melakukan pembayaran.   

c. Faktur Pajak  

Faktur Pajak akan diserahkan khusus untuk yang melakukan kontrak sewa 

berupa Badan usaha, seperti PT.  

5. Apabila seluruh dokumen pendukung sudah lengkap, maka juru tagih akan 

membawa dokumen tersebut kepada pihak yang melakukan sewa kontrak 

dengan PT KAI. 

3. Bagaimana prosedur pencatatan piutang yang dilakukan oleh bagian administrasi 

atas transaksi piutang sewa aset PT KAI? 

Jawab : 

Pada pelaksanaan penagihan sewa aset pada PT KAI Daop 3 CN terdapat prosedur 

pencatatan piutang yang dilakukan oleh bagian administrasi sebagai berikut : 

1. Admin unit penagihan akan melakukan rekap data cetak PPF dan Invoice 

melalui Collection. 



48 

 

2. Kemudian admin unit penagihan akan memeriksa Cash-in Daerah 

Operasional melalui VAireport. 

3. Setelah itu, admin unit penagihan akan merekapitulasi pendapatan harian 

menggunakan excel yang berasal dari transaksi sewa aset PT KAI. 

4. Data rekapitulasi pendapatan sewa aset dari admin unit penagihan akan 

dilakukan rekonsiliasi dengan unit Akuntansi. 

   

4. Dalam melakukan penagihan piutang di PT KAI Daop 3 CN, dokumen apa saja 

yang dibutuhkan? 

Jawab : 

Pada pelaksanaan penagihan piutang yang akan dilakukan kepada mitra terdapat 

beberapa dokumen yang mendukung dalam prosesnya yaitu : 

a. Surat Pengantar 

Surat pengantar merupakan surat yang digunakan untuk mitra dalam bentuk 

Badan Usaha, seperti PT. 

b. Buku Kontrak 

Buku Kontrak merupakan dokumen atas perjanjian kontrak sewa aset yang 

dilakukan oleh mitra dengan PT KAI. Dalam buku kontrak terdapat beberapa 

dokumen diantaranya sebagai berikut: 

a. PPF (Permohonan Pembayaran Faktur). 

b. Invoice (Untuk membuktikan bahwa mitra sudah atau belum melakukan 

pembayaran yang sesuai dengan jumlah nilai yang harus dibayarkan). 

c. Faktur Pajak (Akan diserahkan khusus untuk yang melakukan kontrak 

sewa berupa Badan usaha, seperti PT). 

d. Surat Peringatan I, II, dan III (Dokumen yang akan diserahkan pada mitra, 

apabila mitra belum melakukan pembayaran tagihan ketika sudah jatuh 

tempo).  

 

5. Sebutkan aplikasi yang digunakan oleh bagian administrasi dalam proses kerja 

terkait transaksi piutang sewa aset di PT KAI Daop 3 CN! 

Jawab : 
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Aplikasi yang digunakan dalam proses kerja terkait transaksi piutang sewa aset 

pada PT KAI Daop 3 CN diantaranya sebagai berikut : 

a. Collection 

b. VAireport  

c. Portal Aset 

d. RDS (Rail Documment System) 

e. Coretax 

f. SAP FI-CO 

 

6. Bagaimana cara dalam mengelola data piutang dalam aplikasi yang digunakan? 

Jawab : 

*Sudah terjawab pada pertanyaan sebelumnya. 

 

7. Apakah terdapat pembaruan sistem pada proses penagihan piutang selama bekerja 

di perusahaan? 

Jawab : 

Sejak awal bekerja di PT KAI dalam proses penagihan piutang sudah 

menggunakan sistem, namun dengan perkembangan teknologi yang semakin 

canggih maka sistem yang digunakan semakin mempermudah proses kerja 

penagihan piutang yang berada pada PT KAI.   

 

8. Bagaimana keterkaitan dan peran beberapa sub unit di unit keuangan terhadap 

transaksi piutang sewa aset dengan PT KAI Daop 3 CN? 

Jawab : 

Unit Keuangan pada PT KAI Daop 3 CN memiliki 5 sub unit, yaitu unit keuangan, 

pajak, akuntansi, anggaran, dan penagihan. Dalam proses transaksi piutang hingga 

penerimaan pendapatan piutang sewa aset pada PT KAI Daop 3 CN terdapat 

beberapa unit yang saling terlibat serta memiliki peran sebagai berikut :  

a. Unit Penagihan 

Unit penagihan merupakan unit yang berperan penting terhadap pendapatan 

piutang dari sewa aset. Dalam hal ini, Unit penagihan akan menerbitkan PPF 

dan invoice yang sesuai dengan kontrak sewa aset serta unit penagihan 
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memiliki tugas untuk menagih piutang kepada mitra yang bersangkutan. Aset 

yang akan dikenakan sewa dapat berupa tanah dan/atau bangunan milik PT 

KAI Daop 3 CN.  

b. Unit Pajak 

Unit pajak berkaitan dengan unit penagihan terkait pengenaan pajak keluaran 

dari sewa aset pada PT KAI Daop 3 CN. Pajak keluaran yaitu PPh pasal 23, 

PPh pasal 4(2), dan PPN. Dalam hal ini, unit pajak akan menerima data pajak 

dari unit penagihan yang sudah direkonsiliasi.  

c. Unit Akuntansi 

Dalam proses kerja penagihan sewa aset, unit akuntansi dan unit penagihan 

akan saling berkoordinasi untuk melakukan rekonsiliasi pendapatan per 

bulannya.  

 

9. Apa saja hambatan yang terjadi dalam sistem informasi akuntansi yang digunakan 

oleh admin unit penagihan PT KAI Daop 3 Cirebon? 

Jawab : 

Hambatan yang terjadi pada sistem yang digunakan oleh unit Penagihan di PT 

KAI Daop 3 Cirebon, yaitu adanya ketidaksesuaian data antara SAP dengan 

Collection. Oleh karena itu, unit penagihan dengan unit akuntansi akan selalu 

berkoordinasi terkait data pada SAP dengan Collection agar tidak terjadi 

perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan.  

 

10. Bagaimana solusi atas permasalahan dalam system informasi akuntansinya di PT 

KAI Daop 3 Cirebon? 

Jawab : 

Solusi yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan pada sistem seperti 

error system yang digunakan, maka unit penagihan bisa melaporkan kendala 

tersebut kepada kantor pusat agar segera menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi.  
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Lampiran 2 : 

Hasil wawancara dengan pegawai Juru Tagih Unit Penagihan PT KAI Daop 3 CN 

Narasumber : Bapak R 

1. Bagaimana tupoksi Juru Tagih dalam keseluruhan proses penagihan piutang? 

Jawab : 

Pada unit Penagihan, Juru Tagih memiliki Tugas Pokok dan Fungsi diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Memberikan informasi berupa PPF (Permintaan Pembayaran Faktur) yang sudah 

diterbitkan oleh admin dengan datang langsung ke lokasi mitra ataupun dengan 

Whatsapp.  

b. Melakukan sosialisasi kepada Mitra terkait tata cara pembayaran sewa. 

c. Menyampaikan invoice untuk mitra yang sudah melakukan pembayaran terhadap 

aset yang disewakan. 

d. Membuat Surat Peringatan (SP) jika mitra tidak membayar hingga lewat jatuh 

tempo. 

   

2. Bagaimana presedur penagihan sewa aset di lapangan PT KAI Daop 3 Cirebon? 

Menggunakan metode Penagihan yang digunakan dalam proses penagihan piutang 

apa?  

Jawab : 

Prosedur penagihan sewa aset yang dilakukan oleh Juru Tagih yang akan terjun 

langsung pada lokasi sebagai berikut : 

1. Juru tagih menerima PPF (Permintaan Pembayaran Faktur) dari admin sesuai 

dengan wilayahnya masing-masing. 

2. Selanjutnya, juru tagih mendatangi lokasi persewaan aset dengan membawa PPF 

dan buku kontrak sewa. 

3. Kemudian juru tagih menjelaskan tata cara pembayaran sewa dan menjelaskan 

peraturan yang berlaku dalam kontrak sewa aset.  

4. Apabila mitra sudah membayar sesuai dengan nominal dan jatuh tempo yang 

sesuai dengan PPF, maka admin akan mencetak invoice. Jika mitra belum 

membayar tagihan dan melebihi jatuh tempo, maka admin akan mencetak Surat 

Peringatan. 
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5. Invoice akan didistribusikan oleh juru tagih kepada mitra yang sudah membayar 

tagihannya, sedangkan Surat Peringatan akan didistribusikan oleh juru tagih 

kepada mitra yang belum membayar tagihan melebihi jatuh tempo.  

Metode penagihan dalam proses penagihan piutang sewa aset dapat dilakukan 

dengan mendatangi secara langsung lokasi penyewa aset, dengan Drive Thru 

(para penyewa diuntung untuk mendatangi lokasi yang sudah ditentukan, atau by 

Phone. 

 

3. Bagaimana koordinasi antara juru tagih dengan pelaksana administrasi dalam proses 

penagihan piutang? 

Jawab : 

Koordinasi antara Juru Tagih dengan pelaksana administrasi yaitu dapat dilakukan 

secara langsung pada kantor apabila diperlukan cetak PPF atau Invoice sebelum para 

Juru tagih turun langsung ke lintas. Namun, apabila para juru tagih sudah berada di 

lintas tetapi belum ada PPF atau Invoice yang dicetak, maka juru tagih akan 

berkoordinasi dengan admin melalui alat komunikasi yang digunakan.  

 

4. Bagaimana SOP untuk memantau piutang yang belum tertagih? 

Jawab : 

Tidak ada SOP terkait memantau piutang yang belum tertagih, namun juru tagih 

dapat melihat melalui portal aset ataupun penjagaan berupa rekap data penyewa aset 

yang dibuat oleh admin unit penagihan. Oleh karena itu, agar piutang yang belum 

tertagih dapat terpantau maka perlu adanya strategi yang bisa dilakukan oleh unit 

penagihan, yaitu: 

a. Adanya penjagaan yang dibuat oleh admin unit penagihan. 

b. Adanya surat pernyataan janji membayar, apabila mitra meminta waktu jika 

sudah lewat waktu jatuh tempo. 

c. Adanya rekap data kontrak sewa aset yang dibuat oleh juru tagih sesuai dengan 

wilayah masing-masing. 

  

5. Jika dalam portal aset terdapat kontrak yang masih berjalan maupun kontrak yang 

sudah habis, namun terdapat piutang yang tertunda pembayarannya. Apakah sistem 
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dapat memberitahu bahwa terdapat mitra yang belum membayar dan belum diberikan 

SP? 

Jawab : 

Apabila terdapat kontrak yang masih berjalan maupun kontrak yang sudah habis, 

namun terdapat piutang yang tertunda pembayarannya, maka portal aset tidak dapat 

memberikan pemberitahuan secara otomatis jika terdapat mitra yang belum 

membayar tagihan. Oleh karena itu, Juru Tagih harus memiliki daftar rekap kontrak 

sewa aset sesuai dengan wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing juru 

tagih. 

 

6. Apa saja hambatan penagihan yang ada dalam proses penagihan piutang di PT KAI 

Daop 3 Cirebon? 

Jawab : 

Hambatan atau permasalahan yang sering terjadi dalam proses penagihan piutang di 

PT KAI Daop 3 CN, diantaranya sebagai berikut : 

1. Kemampuan membayar mitra lemah. 

2. Aset telah beralih nama ke mitra baru, dan mitra yang baru tidak mau membayar 

dengan alasan masih menjadi tanggungan mitra yang lama. 

3. Lokasi Aset sudah kosong ditinggalkan oleh Mitra. 

4. Adanya kecemburuan sosial karena pengenaan kontrak tidak merata. 

5. Terdapat pengaruh dari pihak eksternal seperti Keraton khususnya di wilayah 

Cirebon Kota.  

7. Bagaimana solusi atas permasalahan dalam proses penagihan piutang di PT KAI 

Daop 3 Cirebon? 

Jawab : 

Solusi atas hambatan atau permasalahan dalam proses penagihan piutang di PT KAI 

Daop 3 Cirebon, diantaranya sebagai berikut : 

1. Memberikan Surat Peringatan 1 hingga 3 sesuai dengan prosedur Perusahaan. 

2. Menagih mitra dengan cara yang baik-baik. 

3. Dapat dilakukan dengan adanya shock therapy yaitu penertiban atau eksekusi 

pengambil Alihan kembali aset yang disewakan. 
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Lampiran 3 : 

Hasil wawancara dengan pegawai Juru Tagih Unit Penagihan PT KAI Daop 3 CN 

Narasumber : Bapak D 

1. Bagaimana tupoksi Juru Tagih dalam keseluruhan proses penagihan piutang? 

Jawab :  

Pada unit Penagihan, Juru Tagih memiliki Tugas Pokok dan Fungsi diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Melakukan penagihan kepada mitra yang memiliki kontrak sewa aset dengan PT 

KAI. 

b. Mendistribusikan PPF (Permintaan Pembayaran Faktur) kepada mitra. 

c. Mendistribusikan invoice untuk mitra yang sudah melakukan pembayaran 

terhadap aset yang disewakan. 

d. Membuat Surat Peringatan (SP) jika mitra tidak membayar hingga lewat jatuh 

tempo. 

 

2. Bagaimana proses bisnis di unit penagihan dari awal hingga akhir yang ada di PT 

KAI Daop 3 Cirebon?  

Jawab : 

Proses bisnis pada unit penagihan : 

1. Dimulai pada unit aset yang melakukan pengukuran luas terhadap lahan yang 

digunakan oleh badan usaha atau perseorangan.  

2. Kemudian unit KNA (Komersialisasi Non Angkutan) akan melakukan tindak 

lanjut dengan membuat buku kontrak terkait persewaan aset-aset PT KAI. 

3. Setelah buku kontrak telah selesai di proses oleh KNA, maka unit KNA akan 

menyerahkan copy buku kontrak kepada unit penagihan. 

4. Unit penagihan melakukan tagihan sesuai dengan kontrak yang dibuat oleh unit 

KNA. Dalam melakukan tagihan, unit Penagihan perlu mencetak beberapa 

dokumen yang dibutuhkan, diantaranya sebagai berikut : 

a. PPF (Permintaan Pembayaran Faktur) 

PPF (Permintaan Pembayaran Faktur) merupakan dokumen yang dibutuhkan 

untuk melakukan tagihan sewa aset. Dokumen ini dibuat menggunakan sistem 

atau aplikasi yaitu Collection.kai.id.  
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b. Invoice 

Invoice merupakan dokumen yang menyatakan bahwa penyewa aset telah 

melakukan pembayaran. Dalam hal ini terdapat perbedaan yaitu untuk 

perseorangan akan dicetak invoice setelah penyewa sudah melakukan 

pembayaran sesuai PPF, sedangkan invoice untuk badan usaha sudah dicetak 

walaupun badan usaha belum melakukan pembayaran.   

 

3. Bagaimana presedur penagihan sewa aset di lapangan PT KAI Daop 3 Cirebon? 

Jawab : 

Prosedur penagihan sewa aset yang dilakukan oleh Juru Tagih yang akan terjun 

langsung pada lokasi sebagai berikut : 

1. Juru tagih menerima PPF (Permintaan Pembayaran Faktur) dari admin sesuai 

dengan wilayahnya masing-masing. 

2. Selanjutnya, juru tagih mendatangi lokasi persewaan aset dengan membawa PPF 

dan buku kontrak sewa. 

3. Kemudian juru tagih menjelaskan tata cara pembayaran sewa dan menjelaskan 

peraturan yang berlaku dalam kontrak sewa aset.  

4. Apabila mitra sudah membayar sesuai dengan nominal dan jatuh tempo yang 

sesuai dengan PPF, maka admin akan mencetak invoice. Jika mitra belum 

membayar tagihan dan melebihi jatuh tempo, maka admin akan mencetak Surat 

Peringatan. 

5. Invoice akan didistribusikan oleh juru tagih kepada mitra yang sudah membayar 

tagihannya, sedangkan Surat Peringatan akan didistribusikan oleh juru tagih 

kepada mitra yang belum membayar tagihan melebihi jatuh tempo.  

 

4. Aplikasi apa saja yang digunakan dalam proses kerja terkait transaksi piutang sewa 

asset PT KAI Daop 3 Cirebon?  

Jawab : 

Aplikasi yang digunakan oleh juru tagih selama proses kerja piutang sewa aset, yaitu 

: 

a. Portal Aset 

b. Rail Document System (RDS) 
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5. Sejak awal menjadi pegawai KAI unit penagihan, apakah sudah menggunakan 

aplikasi-aplikasi tersebut atau belum? Jika sudah, apakah terdapat perbedaan dalam 

penggunaan system/aplikasi dalam proses penagihan piutang?   

Jawab : 

Tentunya terdapat perbedaan dalam proses penagihan piutang sewa aset. Sebelum 

diterapkan sistem, proses penagihan masih dilakukan secara manual, misalnya 

pembuatan kuitansi dan pencatatan pembayaran di lapangan, sehingga kurang efektif 

jika semua proses dilakukan secara manual. Dengan adanya perkembangan teknologi 

dan adanya diterapkan sistem, para juru tagih dapat mempermudah proses tersebut. 

Apabila mitra sudah membayar, maka otomatis tercatat dalam sistem  dan tugas juru 

tagih dapat mendistribusikan invoice resmi yang tercatat dalam sistem kepada mitra, 

sehingga proses dapat terkontrol dengan baik. Selain itu, dengan diterapkannya 

sistem, dapat mengurangi potensi adanya penyalahgunaan bukti pembayaran.     

  

6. Apakah penerapan system informasi akuntansi yang digunakan dapat mempengaruhi 

kelancaran proses penagihan piutang?  

Jawab : 

*Sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya. 

 

7. Bagaimana SOP untuk memantau piutang yang belum tertagih? 

Jawab : 

Tidak ada SOP secara resmi terkait pemantauan piutang yang belum tertagih, namun 

perlu inisiatif admin dan juru tagih untuk memeriksa jatuh tempo kontrak serta status 

pembayaran dalam sistem. Untuk mitra badan usaha (PT, CV, dan lain sebagainya), 

admin akan melakukan rekap kontrak sewa menggunakan excel, sedangkan untuk 

mitra perorangan perlu dilakukannya pemantauan secara manual dengan mengecek 

satu per satu data debitur, seperti mengingat nama mitra yang sudah jatuh tempo. 

Seluruh proses pemantauan dapat dilakukan dengan memeriksa data sewa melalui 

Portal Aset.  
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8. Apa saja hambatan penagihan yang ada dalam proses penagihan piutang di PT KAI 

Daop 3 Cirebon? 

Jawab : 

Hambatan atau permasalahan yang sering terjadi dalam proses penagihan piutang di 

PT KAI Daop 3 CN, diantaranya sebagai berikut : 

a. Pembuatan Surat Peringatan (SP) tidak sesuai dengan SOP. 

b. Terdapat kelompok paguyuban yang mempengaruhi warga untuk tidak 

membayar sewa pada PT KAI. 

c. Terdapat klaim tanah keraton, khususnya wilayah Cirebon. 

d. Usaha mitra sudah tidak beroperasi dan sudah ditinggalkan oleh mitra. 

 

9. Bagaimana solusi atas permasalahan dalam proses penagihan piutang di PT KAI 

Daop 3 Cirebon? 

Solusi atas hambatan atau permasalahan dalam proses penagihan piutang di PT KAI 

Daop 3 Cirebon, diantaranya sebagai berikut : 

a. Membuat Surat Peringatan (SP) yang sesuai dengan SOP, misalnya SP I akan 

diterbitkan setelah 14 hari jatuh tempo tagihan, kemudian dilanjutkan dengan 

terbit SP II hingga SP III. 

b. Adanya rapat para petinggi terkait permasalahan yang terjadi di lapangan. 

c. Dilakukannya penertiban atau pengambil Alihan kembali aset yang disewakan 
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Lampiran 4 : 

Hasil wawancara dengan pegawai Tim Leader Pendapatan Unit Penagihan PT KAI Daop 

3 CN 

Narasumber : Bapak A 

1. Bagaimana tupoksi Team Leader Pendapatan dalam proses penagihan piutang pada 

unit Penagihan? 

Jawab : 

Team Leader Pendapatan dalam proses penagihan piutang belum memiliki tupoksi 

secara penuh, yang disebabkan karena masih pada peralihan struktur organisasi unit 

Penagihan. Team Leader Pendapatan memiliki tugas untuk membantu juru tagih dalam 

proses penagihan pada wilayah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Team Leader 

Pendapatan memiliki  tupoksi yang sama dengan juru tagih.  

 

2. Bagaimana prosedur penagihan di lapangan PT KAI Daop 3 Cirebon? Menggunakan 

metode Penagihan yang digunakan dalam proses penagihan piutang apa?  

Jawab : 

Proses bisnis di unit penagihan yang terjadi pada PT KAI Daop 3 Cirebon : 

1. Adanya kontrak dimulai pada unit aset yang melakukan pengukuran terhadap 

wilayah yang termasuk dalam aset PT KAI.  

2. Setelah diukur, unit KNA (Komersial Non-Angkutan) akan membuat kontrak 

sesuai kesepakatan dengan mitra.  

3. Apabila kontrak sudah jadi, maka akan terbit nominal tagihan yang akan 

diserahkan kepada unit penagihan.  

4. Kemudian, unit penagihan akan mendistribusikan PPF (Permintaan Pembayaran 

Faktur) kepada mitra.  

5. Apabila mitra sudah membayar sesuai dengan nominal dan jatuh tempo yang 

sesuai dengan PPF, maka admin akan mencetak invoice. 

6. Invoice akan didistribusikan oleh juru tagih kepada mitra yang sudah membayar 

tagihannya. 

Metode penagihan yang digunakan dalam proses penagihan, yaitu door to door dan 

melalui handphone. Metode door to door yaitu metode penagihan dengan mendatangi 

secara langsung lokasi penyewa aset, sedangkan metode by phone yaitu metode 
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penagihan yang dilakukan dengan menggunakan handphone tanpa mendatangi lokasi 

secara langsung. Dari kedua metode tersebut, metode yang paling efektif adalah 

metode door to door.  

 

3. Bagaimana koordinasi antara juru tagih dengan pelaksana administrasi dalam proses 

penagihan piutang? 

Jawab : 

Koordinasi antara juru tagih dengan pelaksana administrasi dapat dilakukan secara 

fleksibel. Ketika berada di kantor, koordinasi dapat dilakukan secara lisan, sedangkan 

apabila juru tagih berada di lapangan, koordinasi dilakukan melalui komunikasi jarak 

jauh seperti telepon atau pesan singkat. Pelaksana administrasi berperan dalam 

mengecek status tagihan, mencetak invoice, serta mengirimkan dokumen tagihan atau 

bukti pembayaran dalam bentuk soft file (PDF) kepada juru tagih untuk disampaikan 

atau didistribusikan kepada mitra.  

 

4. Aplikasi apa saja yang digunakan dalam proses kerja terkait transaksi piutang sewa 

asset PT. KAI Daop 3 Cirebon?  

Jawab :  

Aplikasi utama yang digunakan oleh juru tagih dalam proses kerja penagihan piutang 

sewa aset adalan Portal Aset. Aplikasi tersebut memiliki fungsi sebagai base data yang 

memuat informasi mitra, seperti kontrak sewa, nilai tagihan, serta histori cetak tagihan. 

Selain itu, aplikasi yang digunakan oleh PT KAI adalah Rail Document System (RDS). 

Aplikasi tersebut dapat digunakan oleh seluruh unit pada PT KAI sebagai sarana surat-

menyurat resmi, seperti Surat Peringatan dan tembusan internal. Namun, RDS tidak 

digunakan secara langsung untuk kegiatan penagihan di lapangan, melainkan lebih 

kepada administrasi untuk membuat surat tersebut, jika mitra tidak kunjung membayar 

setelah jatuh tempo pembayaran. 

  

5. Apakah penerapan system yang digunakan dapat mempengaruhi kelancaran proses 

penagihan piutang?  

Jawab : 
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Penerapan sistem yang digunakan selama pelaksanaan penagihan piutang sewa aset 

sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses penagihan piutang. Dengan adanya 

Portal Aset dapat mempermudah para juru tagih untuk memperoleh data piutang yang 

akurat, sehingga dapat mempermudah proses penagihan serta meminimalkan 

kesalahan data. Terdapat contoh kasus, misalnya hard copy buku kontrak sewa aset 

memiliki nomor kontrak yang tidak tertulis dengan jelas maka juru tagih dapat 

memastikan kebenaran data melalui Portal Aset. Dengan demikian, sistem berperan 

penting dalam meningkatkan efektivitas proses penagihan piutang.  

 

6. Bagaimana SOP untuk memantau piutang yang belum tertagih? 

Jawab : 

Secara formal, tidak ada SOP untuk memantau piutang yang belum tertagih. Namun, 

dalam praktiknya, admin melakukan rekap kontrak sewa aset menggunakan Microsoft 

Excel yang berisi data piutang, termin pembayaran, dan keterangan SP (Surat 

Peringatan). Setelah itu, data rekap kontrak sewa tersebut dibagikan kepada para juru 

tagih yang disesuaikan dengan wilayah tanggung jawab masing-masing.  

  

7. Apa saja hambatan penagihan yang ada dalam proses penagihan piutang di PT KAI 

Daop 3 Cirebon? 

Jawab : 

Dalam proses penagihan terdapat beberapa hambatan yang terdiri dari hambatan 

internal dan hambatan eksternal, yaitu sebagai berikut : 

a. Hambatan Internal 

1. Unit KNA kurang proaktif terhadap perpanjangan kontrak penyewa aset yang 

sudah habis tahun kontraknya. 

2. Sistem terkait kontrak aset belum memiliki fitur pemberitahuan terhadap 

kontrak yang sudah jatuh tempo dan yang sudah habis masa kontraknya. 

b. Hambatan Eksternal 

1. Kondisi ekonomi mitra yang tidak stabil. 

2. Usaha yang sudah tidak produktif. 

3. Adanya kecemburuan sosial antar mitra, misalnya dalam satu wilayah terdapat 

warga yang sudah memiliki kontrak dan belum memiliki kontrak.  
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8. Bagaimana solusi atas permasalahan dalam proses penagihan piutang di PT KAI Daop 

3 Cirebon? 

Jawab : 

Solusi atas permasalahan internal dan eksternal dapat dilakukan sebagai berikut ; 

a. Solusi Permasalahan Internal 

1. Unit KNA harus lebih proaktif terhadap perpanjangan kontrak penyewa aset 

yang sudah habis tahun kontraknya. 

2. Sistem perlu dilengkapi dengan fitur pemberitahuan terhadap jatuh tempo 

kontrak sewa. 

b. Solusi Permasalahan Eksternal 

1. Dilakukan penertiban aset. 

2. Melakukan negosiasi ulang terhadap nilai sewa aset. 

 

Pertanyaan Tambahan : 

1. Apakah laporan umur piutang (aging schedule) yang dihasilkan oleh Portal Aset selalu 

akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan? 

Jawab : 

Portal Aset merupakan aplikasi yang digunakan sebagai dasar data dari seluruh 

kontrak sewa aset yang ada pada PT KAI. Seluruh informasi yang berkaitan dengan 

sewa aset, seperti nomor kontrak, data mitra, nilai tagihan, masa kontrak, serta termin 

pembayaran tercatat secara lengkap dan konsisten dalam sistem. Data yang ada pada 

Portal Aset memiliki tingkat keakuratan cukup tinggi jika dibandingkan dengan 

dokumen fisik, yang memiliki kemungkinan adanya kesalahan dalam penulisan 

ataupun hilang akibat human error. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan antara 

data fisik dengan data sistem, maka data yang valid adalah data pada Portal Aset yang 

akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. 

  

2. Dalam proses penagihan di DAOP 3 Cirebon, apakah sistem yg digunakan mampu 

meminimalisir kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan? 

Jawab : 

*Sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya. 
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3. Bagaimana jika dalam portal aset terdapat kontrak yang masih berjalan maupun 

kontrak yang sudah habis, namun terdapat piutang yang tertunda pembayarannya? 

Apakah sistem dapat memberitahu bahwa terdapat mitra yang belum membayar dan 

belum diberikan SP? 

Jawab :  

Portal Aset belum dilengkapi dengan fitur notifikasi yang secara langsung 

memberitahukan bahwa adanya piutang tertunda, kontrak yang telah habis, maupun 

status Surat Peringatan yang belum diberikan. Portal Aset hanya menampilkan seluruh 

data kontrak sewa. Untuk memantau piutang yang belum tertagih hanya bergantung 

pada inisiatif para juru tagih serta admin untuk melakukan rekapitulasi kontrak sewa 

sesuai dengan wilayah tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, meskipun 

Portal Aset menyediakan data yang akurat namun fungsi pengendalian dan 

pemberitahuan belum sepenuhnya terotomatisasi, sehingga perlu adanya rekap kontrak 

sewa secara manual.   
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Lampiran 5 : 

Hasil wawancara dengan pegawai Akuntansi Unit Akuntansi PT KAI Daop 3 CN 

Narasumber : Bapak L 

1. Bagaimana tupoksi unit akuntansi yang berkaitan dengan piutang sewa aset? 

Jawab : 

Tugas pokok dan fungsi unit akuntansi yang berkaitan dengan piutang sewa aset yaitu 

merekonsiliasi data piutang dan menjaga data piutang sewa aset secara administratif 

dan sistematis. Unit akuntansi tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan 

penagihan, namun memiliki fokus pada pencatatan piutang, penghitungan umur 

piutang (aging schedule), serta pemantauan status piutang yang sudah dibayar 

maupun yang belum dibayar. Seluruh data piutang dijaga agar tidak hilang dan tetap 

tercatat di sistem, termasuk piutang lama yang telah berumur lebih dari satu tahun. 

Pemantauan piutang tersebut dapat dilakukan menggunakan SAP FI-CO dan format 

excel yang sudah disusun oleh Kantor Pusat. Dengan demikian, unit akuntansi 

melakukan pemantauan serta menjaga data piutang agar tidak hilang dan tetap 

tercatat pada sistem. 

 

2. Bagaimana koordinasi antara unit akuntansi dengan unit penagihan terkait penagihan 

piutang sewa aset?   

Jawab : 

Unit penagihan akan melakukan rekapitulasi data piutang, Sedangkan unit akuntansi 

menerima laporan piutang atas sewa aset. Kedua unit tersebut saling berkoordinasi 

melalui proses rekonsiliasi data piutang secara berkala. Unit penagihan memberikan 

data piutang kepada unit akuntansi, kemudian unit akuntansi akan memeriksa 

kesesuaian data tersebut dengan data yang tercatat dalam Sistem Informasi Akuntansi 

yaitu SAP. Tujuan adanya rekonsiliasi untuk memastikan bahwa antara data piutang 

secara fisik yang dimiliki unit penagihan dengan data pencatatan yang ada di unit 

akuntansi sudah sesuai.  

  

3. Aplikasi yang digunakan unit akuntansi dalam berkoordinasi dengan bagian 

penagihan terkait piutang sewa aset! 

Jawab :  
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Unit akuntansi menerapkan Sistem Informasi Akuntansi yaitu SAP FI-CO sebagai 

sistem induk yang menampung seluruh data transaksi, termasuk data piutang, 

pendapatan, dan penerimaan kas. Pada unit penagihan memiliki sistem pendukung 

SAP yaitu Collection. Data-data cetak invoice pada Collection akan secara otomatis 

terintegrasi ke SAP. Seluruh transaksi keuangan yang terjadi pada unit penagihan 

akan diakui secara resmi ketika sudah tercatat pada SAP.  

 

4. Sejak awal menjadi pegawai KAI unit akuntansi, apakah sudah menggunakan 

aplikasi SAP atau belum? Jika belum, ada tidak perbedaan penerapan sistem dalam 

proses pencatatan piutang sewa aset?   

Jawab: 

Belum menggunakan SAP, dengan menerapkan Sistem Informasi Akuntansi yaitu 

SAP dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh unit akuntansi ketika 

closing di akhir bulan. Sebelum menggunakan SAP, closing yang dilakukan oleh unit 

keuangan menggunakan banyak waktu sebab harus melakukan konfirmasi secara 

manual ke berbagai unit terkait. Setelah SAP diterapkan secara terintegrasi, unit 

akuntansi merasakan perbedaan waktu serta output yang dihasilkan. Dimana waktu 

yang diperlukan saat melakukan closing kurang lebih selama 5 (lima) hari serta 

output berupa laporan keuangan yang dihasilkan lebih baik, sehingga proses 

pencatatan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan sebelumnya. 

 

5. Bagaimana prosedur pencatatan piutang hingga diakui sebagai pendapatan 

perusahaan yang dilakukan oleh unit akuntansi? 

Jawab : 

Prosedur pencatatan piutang pada unit akuntansi pada PT KAI sebagai berikut : 

1. Proses pencatatan dimulai ketika unit penagihan menerbitkan invoice. 

2. Setelah itu, data invoice otomatis terintegrasi ke dalam sistem SAP dan 

membentuk jurnal piutang. 

3. Unit akuntansi menarik data piutang dan invoice yang berasal dari sistem SAP. 

4. Pada akhir bulan, unit akuntansi melakukan rekonsiliasi piutang dengan data 

yang disampaikan oleh unit penagihan. 
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5. Setelah data sudah sesuai, maka laporan piutang dan pendapatan dilaporkan ke 

Kantor Pusat. 

 

6. Apa saja hambatan unit akuntansi dalam proses penerimaan pendapatan dari sewa 

aset di PT. KAI Daop 3 Cirebon? Bisa berikan contoh? 

Jawab : 

Hambatan unit akuntansi dalam proses penerimaan pendapatan, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Ketika adanya pembatalan invoice setelah pendapatan diakui, maka unit 

akuntansi perlu melakukan pembatalan invoice sesuai dengan jumlah invoice 

tersebut. 

b. Keterbatasan jumlah user SAP yang menyebabkan penggunaan sistem harus 

dilakukan secara bergantian. 

c. Kendala pada jaringan yang dapat menghambat akses sistem. 

 

7. Bagaimana solusi untuk menghadapi masalah yang terjadi pada unit akuntansi? 

Jawab : 

Solusi unit akuntansi dalam proses penerimaan pendapatan, yaitu sebagai berikut: 

a. Melakukan koreksi jurnal apabila terjadi pembatalan invoice. 

b. Mengatur penggunaan SAP secara bergantian karena keterbatasan user. 

c. Menambah user SAP yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. 

 

8. Apakah pernah terjadi selisih antara pendapatan yang tercatat pada unit penagihan 

dengan data pendapatan yang tercatat pada unit akuntansi? Jika ya, Penyebab 

utamanya apa? 

Jawab : 

Tidak ada perbedaan, hanya saja bentuk pencatatannya yang berbeda. Unit penagihan 

mencatat pendapatan sewa aset sesuai dengan cash-in yang diterima, sedangkan unit 

akuntansi mengakui pendapatan sesuai dengan masa terminnya, sehingga secara 

keseluruhan tidak ada selisih antara pendapatan yang diakui oleh unit penagihan 

dengan unit akuntansi. Dengan demikian, hal tersebut perlu adanya rekonsiliasi 

pendapatan yang dilakukan oleh unit akuntansi dengan unit penagihan.   
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Lampiran 6 : Buku Kontrak 
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Lampiran 7: PPF 
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Lampiran 8: Invoice 
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Lampiran 9: Faktur Pajak 
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Lampiran 10: Surat Peringatan 

 

 

 

 

 


